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iABSTRAKSI
Ismaya Indra Jayusti, 2014, Analisis Aspek Penilaian Dan Kinerja
Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek-Proyek
Konstruksi Di Kota Malang, Dosen Pembimbing I : Ir. Edi Hargono D.P.,
MS., Dosen Pembimbing II : Lila Ayu Ratna Winanada,ST., MT.
Dalam menangani proyek konstruksi, Pemerintah Kota Malang sejauh ini
belum menggunakan bobot penilaian untuk menilai kinerja penerapan aspek –
aspek K3. Maka diperlukan adanya sistem penilaian untuk menentukan rangking
tingkat kinerja penerapan aspek – aspek K3 pada proyek konstruksi di Kota
Malang dengan menggunakan sistem pembobotan berdasarkan tingkat
kepentingan masing-masing kriteria penilaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisa bobot penilaian dalam menentukan kinerja penerapan aspek – aspek
K3 pada proyek konstruksi dan menganalisa rangking tingkat kinerja penerapan
aspek – aspek K3 ditinjau dari masing-masing kriteria penilaian maupun ditinjau
dari keseluruhan kriteria penilaian.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis riset/ penelitian kualitatif
menggunakan metode studi kasus antara lain. Pengumpulan data dari responden
ahli dilakukan dengan melakukan penyebaran kuisioner. Penelitian ini dilakukan
pada dua proyek konstruksi di Kota Malang . Metode analisa data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode Analitycal Hierarchy Process (AHP).
Dari hasil analisa menunjukkan bahwa kriteria “aspek pelatihan dan
konsultasi” memiliki bobot tertinggi sebesar 0,388 dalam kriteria level 1 dan
kriteria “perwujudan undang – undang (kode kriteria 1.1.2) memiliki bobot
tertinggi sebesar 0,680 dalam kriteria level 2. Dari keseluruhan kriteria penilaian
kinerja penerapan aspek – aspek K3, kinerja Proyek B menempati peringkat ke-1
dengan total nilai 9,323.
Kata kunci : Kinerja K3, Proyek Konstruksi
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Keberhasilan suatu proyek konstruksi tidak hanya ditentukan pada tahap
pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan. Industri jasa konstruksi merupakan
salah satu sektor yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Hal ini
tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat kerugian yang akan ditimbulkan tidak
hanya korban jiwa, materi yang tidak sedikit baik bagi pekerja dan pengusaha,
tertundanya proses produksi, hingga kerusakan lingkungan yang akhirnya
berdampak bagi masyarakat luas. Untuk itulah diperlukan implementasi
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada semua pekerjaan
konstruksi.
Terlepas dari itu pekerjaan kontruksi bangunan merupakan pekerjaan yang
mengandung potensi bahaya, sehingga dalam memberi perlindungan keselamatan
kerja kepada pekerja diperlukan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja
yang sangat tinggi. Tahapan dalam konstruksi bangunan berhubungan dengan
seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja. Diantara tahapan yang ada yakitu
pekerjaan penggalian, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan baja, dan
pembongkaran.
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/ataupelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing
beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatubangunan atau bentuk fisik
lainKegiatan Konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan namun
2dalam kegiatankonstruksi, kecelakaan konstruksi relatif tinggi dibandingkan
dengan kegiatan lainnya. Kegiatankonstruksi menimbulkan berbagai dampak yang
tidak diinginkan antara lain yang menyangkutaspek keselamatan kerja dan
lingkungan. Kegiatan proyek konstruksi memiliki Karakteristikantara lain :
bersifat sangat kompleks, multi disiplin ilmu, melibatkan banyak unsur tenaga
kerjakasar dan berpendidikan relatif rendah, masa kerja terbatas, intensitas kerja
yang tinggi, tempatKerja (terbuka, tertutup, lembab, kering, panas, berdebu,
kotor), menggunakan peralatan kerjaberagam, jenis, teknologi, kapasitas dan
beragam berpotensi bahaya, mobilisasi yang tinggi,peralatan, tenaga kerja,
material dan lain-lain.
Pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada industri
konstruksi, serta persaingan usaha yang semakin ketat melatarbelakangi perlunya
sistem penilaian sebagai alat evaluasi kinerja para pelaksana proyek kontruksi
dalam menangani suatu permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja , sehingga
tercipta suatu produk perencanaan yang optimal, sebagai acuan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dan sebagai suatu keunggulan kompetitif.
Proses pembangunan proyek konstruksi pada umumnya merupakan
kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Hal tersebut menyebabkan
industri konstruksi mempunyai catatan yang buruk dalam hal keselamatan dan
kesehatan kerja (K3). Situasi dalam lokasi proyek mencerminkan karakter yang
keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks dan sulit dilaksanakan sehingga
dibutuhkan stamina dan tenaga yang prima dari pekerja pada proyek konstruksi
tersebut.
Ada banyak kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan kerja dalam
proyek konstruksi, salah satunya adalah karakter dari proyek itu sendiri. Proyek
3konstruksi mempunyai konotasi yang kurang baik jika di tinjau dari aspek
kebersihan dan kerapiannya, dikarenakan padat akan alat – alat konstruksi ,
pekerja kontruksi dan material – material konstruksi. Faktor lain penyebab
timbulnya kecelakaan kerja adalah faktor pekerja konstruksi yang cenderung
kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja, dengan karakter yang
berbeda sehingga harus selalu menyesuaikan diri, perselisihan yang mungkin
timbul di antara para pekerja sehingga mempengaruhi kinerjanya, perselisihan
antara pekerja dengan tim proyek, dan peralatan yang digunakan.
Proyek konstruksi yang terjadi di Indonesia masih cenderung
menggunakan jumlah pekerja yang mencapai puluhan bahkan ratusan pekerja.
Pada saat inilah konsentrasi pekerja terjadi di proyek yang areanya terbatas
sehingga besar kemungkinannya terjadi kecelakaan kerja. Kemudian dari pada itu
belum semua proyek konstruksi memperhatikan upaya – upaya untuk mencegah
terjadinya kecelakaan kerja .
Keselamatan kerja bagi pelaksana konstruksi di lapangan masih menjadi
sesuatu yang jarang. Ini perlu disosialisasikan bahwa keselamatan kerja itu tidak
hanya bagaimana menyiapkan peralatan konstruksi atau sebagainya itu, tetapi itu
suatu disiplin kerja dan harus mengikuti prosedur yang ketat. Apalagi untuk
pengerjaan konstruksi bangunan – bangunan tingkat tinggi, keselamatan kerja
mutlak diperlukan.
Kesehatan kerja cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua
organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain
yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktek K3
(keselamatan dan kesehatan kerja) meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan
kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan
4menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. K3 terkait dengan ilmu
kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika kesehatan,
psikologi organisasi dan industri,dan psikologi kesehatan kerja.Maka dari itu
terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan terkait penilaian pelaksanaan K3,
disamping itu menurut undang – undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan
kerja terdapat aspek –aspek yang berbeda tingkat kepentingan atau bobotnya .
Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk merancang
suatu model penilaian terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang
berupa uraian kriteria penilaian dengan bobotnya masing-masing serta tata cara
penilaiannya. Sistem penilaian terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja
dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) diharapkan dapat menjadi
bahan rujukan dalam melakukan evaluasi tersebut secara lebih rinci dan terukur.
Adapun judul penelitian (skripsi) ini adalah “AnalisisAspek Penilaian dan Kinerja
Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek – proyek
Konstruksi di Kota Malang”
1.2 Identifikasi Masalah
Adapun identifikasi masalah dari permasalahan ini adalah :
Tahap pelaksanaan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang
dilakukan oleh pelaksana kegiatan suatu proyek konstruksi sudah menggunakan 5
( lima ) aspek utama yang harus diperhatikan oleh pengawas kegiatan proyek
konstruksi, namun belum menggunakan sistem pembobotan dan rangking kriteria.
51.3 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari permasalahan ini adalah :
1. Berapakah bobot kriteria penilaian penerapan aspek – aspek keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) yang paling dominan sebagai tolak ukur
keberhasilan proyek konstruksi di Kota Malang ?
2. Berapakah rangking tingkat penerapan aspek – aspek keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan
proyek konstruksi di Kota Malang jika ditinjau dari masing – masing
kriteria penilaian?
3. Berapakah rangking tingkat penerapan aspek – aspek keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan
proyek konstruksi di Kota Malang jika ditinjau dari keseluruhan kriteria
penilaian?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dari permasalahan ini adalah :
1. Menganalisa besar bobot kriteria penilaian penerapan aspek – aspek
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai tingkat kebehasilan
pelaksanaan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek
konstruksi di Kota Malang .
2. Menganalisa rangking tingkat penerapan aspek – aspek apa yang paling
dominan dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan proyek
konstruksi di Kota Malang .
61.5 Batasan Masalah
Ruang lingkup dan batasan masalah ini adalah :
1. Dalam penentuan bobot kriteria penilaian penerapan aspek – aspek K3,
penelitian dilakukan terhadap proyek konstruksi swasta dengan skala
konstruksi besar yang tertuju pada para ahli yang terlibat langsung dalam
menentukan tingkat pengaruh penerapan aspek – aspek K3 yang
menangani proyek mall dinoyo city dan proyek ijen padjadjaran suites
hotel di Kota Malang .
2. Dalam penentuan rangking tingkat penerapan aspek – aspek K3, penelitian
dilakukan terhadap proyek konstruksi swasta dengan skala konstruksi
besar yang tertuju pada para ahli yang terlibat langsung dalam menentukan
tingkat pengaruh penerapan aspek – aspek K3 yang menangani proyek
mall dinoyo city dan proyek ijen padjadjaran suites hotel di Kota Malang.
1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota
Malanguntuk memberikan penilaian kualitatif terhadap proyek –proyek
konstruksi di Kota Malang.
2. Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada khalayak tentang sistem
penilaian pelaksanaan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
dalam proyek – proyek konstruksi dengan menggunakan metode AHP
(Analytical Hierarchy Process).
7BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan antara lain dilakukan oleh
Sapto S. Pramono dengan judul “Survei Evaluasi Manajemen Sumber Daya
Manusia Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi”.
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan jasa konstruksi di Kota
Samarinda pada tahun 2011. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan
antara lain sebagai berikut :
a. Berdasarkan analisis AHP, dalam mengidentifikasi parameter penilaian
efektifitas manajemen sumber daya manusia pada perusahaan jasa konstruksi
diketahui bahwa parameter pada proses perencanaan yang paling dominan
adalah lingkungan perusahaan, pada proses akuisisi adalah lingkungan
perusahaan, pada proses pengembangan adalah penugasan staf proyek dan
pada proses manajemen adalah aset proses organisasi.
b. Efektifitas manajemen sumber daya manusia pada sebuah perusahaan jasa
konstruksi dapat dinilai dengan besarnya bobot pada parameter-parameter
yang paling dominan pada proses perencanaan, akuisisi, pengembangan dan
manajemen.
c. Berdasarkan analisis AHP, kinerja perusahaan dapat diketahui bahwa
perusahaan jasa konstruksi yang paling mementingkan proses perencanaan
adalah PT. Michel Putra Pertama. Perusahaan jasa konstruksi yang paling
mementingkan proses akuisisi adalah CV. Senfodeco. Perusahaan jasa
konstruksi yang paling mementingkan proses pengembangan adalah PT. Akar
8Tunas Pelita, PT. Bangun Nusantara Muda, PT. Filia Pratama dan CV.
Senfodeco masing-masing dengan nilai sama. Perusahaan jasa konstruksi
yang paling mementingkan proses manajemen adalah CV. Senfodeco.
Keterkaitan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini antara lain
metode studi ini mencakup metode pengambilan data dan metode analisis. Untuk
pengambilan data, studi ini menggunakan kuisioner yang berisi pertanyaan –
pertanyaan yang berkaitan dengan proses perencanaan, proses akuisisi, proses
pengembangan dan proses manajemen yang digunakan untuk menilai efektifitas
jenis penelitian yang akan diteliti. Hasil dari kuisioner yang berupa jawaban dari
responden lalu direkapitulasi dan dicari nilai berdasarkan skala penilaian dari
Saaty. Metode AHP kemudian diterapkan untuk menganalisa matriks – matriks
tersebut. Hasil perhitungan dengan metode AHP berupa vektor eigen dimana tiap
nilai dalam vektor menunjukan nilai dari kriteria yang diajukan.
Penelitian juga pernah dilakukan oleh Wieke Yuni Christina dengan judul
“Pengaruh Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja
proyek Konstruksi“ . Penelitian ini dilakukan di Kota Malang pada tahun 2012.
Dari penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan antara lain sebagai berikut :
a. Sebuah kebijakan K3, harus di mulai dari inisiatif Top Management . Sikap
dari Top Management terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya harus
di tunjukan dalam bentuk sebuah pernyataan kebijakan yang tertulis.
b. Penerapan kebijakan K3 dilakukan dengan menyusun sebuah program K3
yang bertujuan untuk mengendalikan lingkungan kerja , peralatan dan
proses pekerjaan yang dilakukan, serta mengendalikan pekerja untuk
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pelatihan dan pendidikan K3, pemeriksaan kesehatan, pecatatan dan
pelaporan setiap insiden yang terjadi, safety meeting, serta dilakukannya
publikasi mengenai K3 .
c. Pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan program – program K3 yang
dilakukan manajemen, bertujuan untuk mengetahui efektifitas daripada
program – program .
Adapula penelitian yang dilakukan oleh Dwi Friska G.Naibaho dengan
judul ‘‘Evaluasi Kepatuhan Kontraktor Terhadap Penerapan Peraturan – Peraturan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Bangunan Instalasi ’’ . Penelitian ini
dilakukan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012. Dari penelitian tersebut
dapat di ambil kesimpulan antara lain untuk dapat mengevaluasi kepatuhan
kontraktor terhadap penerapan peraturan – peraturan K3 Konstruksi Indonesia,
terlebih dahulu dilakukan pengolahan data terhadap penerapan peraturan –
peraturan tersebut. Berdasarkan rekapitulasi data dapat diperoleh jumlah list yang
diterapkan atau tidak diterapkan oleh masing – masing kontraktor. Dengan
membuat asumsi bahwa setiap list kewajiban kontraktor memiliki bobot penilaian
yang sama. Persentase kepatuhan masing – masing kontraktor terhadap penerapan
peraturan tersebut berbeda – beda. Variasi kategori adalah cukup dan sangat baik
sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan kontraktor masih belum
merata, tetapi pada beberapa kasus jenis bangunan tidak terlalu mendekati jenis
bangunan instalasi yang dimaksud sehingga mempengaruhi disiplin kontraktor
dalam menerapkan peraturan – peraturan K3; dan bebrapa hal yang
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melatarbelakangi ketidakpatuhan kontraktor terhadap penerapan peraturan –
peraturan K3 Konstruksi Indonesia, antara lain :
a. Kurang pahamnya kontraktor terhadap penerapan peraturan – peraturan K3
Kontruksi Indonesia,
b. Minimnya alokasi biaya K3,
c. Rendahnya prioritas terhadap penerapan K3 oleh kontraktor,
d. Terdapat kebijakan K3 internal perusahaan,
e. Rendahnya pemahaman dan pengawasan pihak pemilik proyek terhadap
penerapan K3,
f. Sanki pidana pelanggar K3 ringan.
Status swasta tidak menjamin tingginya kepatuhan kontraktor terhadap
penerapan peraturan – peraturan K3.Tingkat kepatuhan kontraktor terhadap
penerapan peraturan – peraturan K3dipengaruhi oleh peran pemilik, dari
penelitian dapat disimpulkan: Kontraktor yang menangani proyek konstruksi
dimana pemilik proyek berstatus swasta atau BUMN cenderung patuh
menerapkan K3, Kontraktor yang menangani proyek konstruksi dimana pemilik
proyek berstatus negeri cenderung rendah pencapaian persentase kepatuhannya.
Hal ini ada kaitannya dengan rendahnya pemahaman dan pengawasan pihak
pemilik proyek terhadap penerapan K3.
Keterkaitan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama –
sama membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) , namun penelitian
terdahulu ini sangat ditekankan kepada budaya kesadaran pentingnya keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) yang ditujukan untuk para pekerja konstruksi,
sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penilaian penerapan keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) pada proyek – proyek konstruksi di Kota Malang.
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2.2 Teori Dasar
2.2.1 Pengertian proyek Konstruksi
Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan usaha untuk mencapai tujuan
tertentu yang dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang terbatas . Sehingga dapat
dibilang proyek konstruksi adalah suatu upaya untuk mencapai suatu hasil dalam
bentuk bangunan atau infrastruktur . Bangunan yang di maksud adalah pada
umumnya mencakup pekerjaan pokok yang termasuk di dalamnya bidang teknik
sipil dan arsitektur juga tidak jarang melibatkan disiplin lain seperti teknik
industri , teknik mesin , teknik elektro dan sebagainya .
Proyek konstruksi juga merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya
dilaksanakan satu kali dan pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang
pendek atau dengan kata lain kegiatan proyek dapat di artikan sebagai satu
kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan
alokasi sumber daya tertentu . Kegiatan tersebut adalah mendirikan bangunan
dengan waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang terbatas , demi
terwujudnya tujuan yang kompleks . dari uraian tersebut dapat disimpulkan
karakteristik proyek konstruksi adalah sebagai berikut :
1. Memiliki tujuan yang khusus , produk akhir atau hasil kerja akhir.
2. Jumlah biaya, kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan di atas telah
ditentukan.
3. Mempunyai awal kegiatan dan mempunyai akhir kegiatan yang telah
ditentukan atau mempunyai jangka waktu tertentu.
4. Rangkaian kegiatan hanya dilakukan sekali (non-rutin) , tidak berulang
– ulang , sehinggan menghasilkan produk yang optimal.
5. Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung.
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Adapun tahapan proyek konstruksi secara berurutan, adalah sebagai
berikut :
1. Tahap perencanaan
2. Tahap perekayasaan dan perancangan
3. Tahap pengadaan / pelelangan
4. Tahap pelaksanaan
5. Tahap test operasional
6. Tahap pemanfaatan dan pemeliharaan
2.2.2 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bila ditinjau dari sudut pandang dunia konstruksi , K3 adalah Keselamatan
dan Kesehatan Kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap
orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan
sekitar tempat kerja. SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah SMK3
pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum
(masyarakat) antara lain pekerjaan konstruksi: jalan, jembatan, bangunan gedung
fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perpipaannya, sistem
pengolahan air limbah dan perpipaannya,drainase,pengolahan sampah, pengaman
pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan lainnya . Menurut Mangkunegara
(2002) Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk
menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga
kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk
menuju masyarakat adil dan makmur.
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Kesuksesan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi
tidak lepas dari peran berbagai pihak yang terlibat, berinteraksi dan bekerja sama.
Hal ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan
pembangunan proyek konstruksi, yang dilakukan oleh tim proyek dan seluruh
manajemen dari berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Masing – masing pihak
mempunyai tanggung jawab bersama yang saling mendukung untuk keberhasilan
pelaksanaan proyek konstruksi di tandai dengan evaluasi positif dari pelaksanaan
program keselamatan dan kesehatan kerja.
Dalam penerapan program keselamatan kerja bidang konstruksi di
perlukan pendekatan – pendekatan agar lebih mudah di jalankan terutama dalam
proses pelaksanaannya. Bentuk – bentuk pendekatan dalam menjalankan program
ini adalah pendekatan perilaku dan pendekatan fisik.
Pendekatan perilaku mengarah pada peranan masing – masing peserta
program keselamatan kerja dalam menciptakan sekaligus menerapkan kondisi
kerja yang aman. Ada empat komponen yang saling terpisah, tetapi harus tetap
saling berhubungan dan bekerja sama yaitu komponen menejer puncak, pengawas
dan menejer proyek, mandor dan pekerja.
Pendekatan fisik dalam program keselamatan kerja konstruksi dapat
dilakukan di antaranya dengan cara pendidikan dan latihan mengenai metode dan
prosedur yang benar, perhatian atas perawatan/pemanfaatan peralatan yang dapat
membahayakan keselamatan kerja, pemakaian pelindung yang telah ditetapkan.
Inspeksi rutin dan teliti dilaksanakan di likaso proyek oleh pihak yang
bertanggung jawab.
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2.2.3 Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada tempat proyek atau
konstruksi, para pelaksana konstruksi wajib melaksanakan syarat-syarat teknis
keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (UU no. 1/1970 tentang keselamatan kerja ) dan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja No 1/Men/1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan .
Ini merupakan prasyarat yang harus diperhatikan oleh para pemimpin
proyek konstruksi, baik proyek pemerintah maupun proyek swasta, karena dalam
setiap pekerjaan konstruksi, baik kecil maupun besar, akan mendatangkan resiko
yang tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan digunakannya
peralatan-peralatan berat dalam setiap proses pekerjaan.
Untuk menjaga dan melindungi pekerja dari kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja pada proyek konstruksi, maka sesuai persyaratan undang-
undang harus ditempatkan seorang atau beberapa pengawas K3 yang kompeten
atau berkeahlian atau berkemampuan dan mumpuni melakukan pengawasan dan
pembinaan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan proyek
konstruksi.
Sebagaimana fungsi dan keberadaan ahli K3 adalah sebagai pengawas
dilaksanakannya kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, maka seorang
ahli K3 harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
proyek konstruksi, yaitu kemampuan diri yang bersifat kognitif, psykhomotorik
dan afektif yang terpadu sebagai pengawas K3 tersebut dan harus di uji sesuai
persyaratan kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi yang
ditetapkan untuk itu.
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Untuk mendukung kompetensi ahli K3 tersebut terdapat 5 aspek utama
yang harus dimiliki dan diperhatikan sebagai pengawas pelaksanaan proyek
konstruksi, yaitu :
1. Aspek Peraturan perundang-undangan,
2. Aspek Ke-engineeringan,
3. Aspek Sistem Manajemen,
4. Aspek Tanggap darurat,
5. Aspek pelatihan dan konsultasi.
Dalam bidang konstruksi, ada beberapa peralatan yang digunakan untuk
melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang kemungkinan bisa
terjadi dalam proses pelaksanaan proyek konstruksi. Peralatan ini wajib digunakan
oleh seseorang yang bekerja dalam suatu lingkungan konstruksi. Namun tidak
banyak yang menyadari betapa pentingnya peralatan – peralatan ini untuk
digunakan.
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah dua hal yang sangat penting. Oleh
karena itu, semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua
keperluan peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau personal protective
equipmen (PPE) untuk semua karyawan yang bekerja yaitu :
 Pakaian Kerja
Gambar 2.1 Pakaian Kerja Konstruksi
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Tujuan pemakaian pakaian kerja ialah melindungi bsdsn manusia terhadap
pengaruh – pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan.
Mengingat karakter lokasi proyek konstruksi yang pada umumnya
mencerminkan kondisi yang keras maka selayaknya pakaian kerja yang
digunakan juga tidak sama dengan pakaian yang dikenakan oleh karyawan
yang bekerja di kantor seperti pada gambar 2.1.
 Sepatu Kerja
Gambar 2.2 Sepatu Kerja Konstruksi
Sepatu kerja merupakan perlindungan terhadap kaki. Dengan sol yang
tebal supaya bisa bebas berjalan dimana – mana tanpa terluka oleh benda –
benda tajam atau kemasukkan oleh kotoran dari bagian bawah. Bagian
muka sepatu harus cukup keras ( atau dilapisi dengan pelat besi ) agar kaki
tidak terluka jika tertimpa benda dari atas seperti pada gambar 2.2.
 Kacamata Kerja
Gambar 2.3 Kacamata Kerja
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Kacamata pengaman digunakan untuk melindungi mata dari debu kayu,
batu atau serpihan besi yang berterbangan di tiup angin. Mengingat
partikel – partikel debu berukuran sangat kecil yang terkadang tidak
terlihat oleh mata. Maka mata perlu diberikan perlindungan. Tidak semua
jenis pekerjaan membutuhkan kacamata kerja. Pekerjaan yang mutlak
membutuhkan perlindungan mata adalah mengelas seperti gambar 2.3.
 Penutup Telinga
Gambar 2.4 Penutup Telinga
Alat ini digunakan untuk melindungi telinga dari bunyi – bunyi yang
dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup keras dan
bising. Namun demikian, bukan berarti seorang pekerja tidak dapat bekerja
bila tidak menggunakan alat ini. Kemungkinan akan terjadi gangguan pada
telinga tidak dirasakan saat itu, melainkan pada waktu yang akan datang.
Seperti pada gambar 2.4.
 Sarung Tangan
Gambar 2.5 Sarung Tangan
18
Sarung tangan sangat diperlukan untuk beberapa jenis kegiatan. Tujuan
utama sarung tangan adalah melindungi tangan dari benda – benda keras
dan tajam selama menjalankan kegiatannya. Namun, tidak semua jenis
pekerjaan memerlukan sarung tangan. Salah satu kegiatan yang
memerlukan adalah mengangkat besi tulangan, kayu. Pekerjaan yang
sifatnya berulang seperti mendorong gerobak cor secara terus – menerus
dapat mengakibatkan cidera pada tangan yang bersentuhan dengan besi
pada gerobak seperti pada gambar 2.5.
 Helm
Gambar 2.6 Helm Konstruksi
Helm sangat penting digunakan sebagai pelindung kepala, dan sudah
merupakan keharusan bagi setiap pekerja atau siapapun yang masuk di
area proyek konstruksi untuk menggunakannya dengan benar sesuai
peraturan pemakaian yang dikeluarkan dari pabrik pembuatannya.
Keharusan mengenakan helm lebih dipentingkan bagi keselamatan pekerja
sendiri mengingat kita semua tidak pernah tahu kapan dan dimana bahaya
akan terjadi. Helm ini digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya
yang berasal dari atas, misalnya saja ada barang, baik peralatan atau
material konstruksi, yang jatuh dari atas, kemudian kotoran atau debu yang
bertebangan di udara, dan panas matahari. Namun sering kita lihat bahwa
kedisiplinan para pekerja untuk menggunakannya masih rendah yang
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tentunya dapat merugikan pekerja itu sendiri maupun kontraktor yang
lebih disebabkan oleh kemungkinan terhambat dan terlambatnya pekerjaan
seperti pada gambar 2.6.
 Masker
Gambar 2.7 Masker atau Pelindung Hidung
Pelindung bagi pernafasan sangat diperlukan untuk pekerja konstruksi
mengingat kondisi lokasi proyek itu sendiri. Berbagai material konstruksi
berukuran besar sampai sangat kecil yang merupakan sisa dari suaru
kegiatan, misalnya serbuk kayu sisa dari kegiatan memotong,
mengamplas, menyerut kayu. Tentu saja seorang pekerja yang secara terus
– menerus menghirupnya dapat mengalami gangguan pada pernafasan,
yang akibatnya tidak langsung dirasakan saat itu. Berbagai jenis macam
masker tersedia di pasaran, pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan.
Seperti pada gambar 2.7.
 Jas Hujan
Gambar 2.8 Jas Hujan
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Perlindungan terhadap cuaca terutama hujan bagi pekerja pada saat bekerja
adalah dengan menggunakan jas hujan. Pada tahap konstruksi, terutama di
awal pekerjaan umumnya masih berupa lahan terbuka dan tidak
terlindungi dari pengaruh cuaca, misalnya pada pelaksanaan pekerjaan
pondasi. Pelaksanaan kegiatan di proyek selalu bersinggungan langsung
dengan panas matahari ataupun hujan karena dilaksanakan diruang
terbuka. Tujuan utama pemakaian jas hujan tidak lain untuk kesehatan
para pekerja seperti pada gambar 2.8.
 Sabuk Pengaman
Gambar 2.9 Sabuk Pengaman Konstruksi
Sudah selayaknya bagi pekerja yang melaksanakan kegiatannya pada
ketinggian tertentu atau pada posisi yang membahayakan wajib
mengenakan tali pengaman atau safety belt. Fungsi utama tali pengaman
ini adalah menjaga seorang pekerja dari kecelakaan kerja pada saat
bekerja, misalnya saat kegiatan erection baja pada bangunan tinggi, atau
kegiatan lain yang harus dikerjakan di lokasi seperti pada gambar 2.9.
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 Tangga
Gambar 2.10 Tangga Konstruksi
Tangga merupakan alat untuk memanjat yang umum digunakan. Pemilihan
dan penempatan alat ini untuk mencapai ketinggian tertentu dalam posisi
aman harus menjadi pertimbangan utama seperti pada gambar 2.10.
 P3K ( Pertolongan Pertama pada Kecelakaan )
Gambar 2.11 P3K
Apabila terjadi kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan ataupun berat
pada pekerja konstruksi, sudah seharusnya dilakukan pertolongan pertama
di proyek. Untuk itu, pelaksana konstruksi wajib menyediakan obat –
obatan yang digunakan untuk pertolongan pertama. Adapun jenis dan
jumlah obat – obatan disesuaikan dengan aturan yang berlaku seperti pada
gambar 2.11.
Memberikan informasi berupa tanda – tanda pada area yang mengandung
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resiko tinggi merupakan kewajiban bagi pengelola proyek. Tujuan utamanya
adalah menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan pada pekerja. Bebrapa
simbol yang digunakan adalah :
 StandarRambu-rambu K3
Rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan tanda-
tanda yang dipasang ditempat kerja/laboratorium, guna mengingatkan atau
mengidentifikasi pada semua pelaksana kegiatan disekeliling tempat tersebut
terhadap kondisi, resiko, yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja
 Manfaat Pemasangan Rambu
1. Menyediakan kejelasan informasi dan memberikan pengarahan umum
2. Memberikan penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja
3. Menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat
4. Mengingatkan para pelaksanan dimana harus menggunakan peralatan
perlindungan diri sebelum memulai aktifitas di tempat kerja.
5. Menunjukkan dimana peralatan darurat keselamatan berada.
6. Memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang atau
perilaku yang tidak diperbolehkan.
Tanda digunakan untuk memperingatkan karyawan dan anggota
masyarakat tentang zat-zat berbahaya seperti asam, atau untuk menunjukkan fitur-
fitur keselama tan seperti keluar api. Mereka juga dapat memberikan informasi
umum atau instruksi spesifik tentang peralatan yang harus dipakai di daerah yang
ditunjuk. Yang dimaksud kan dengan rambu-rambu dalam laboratorium adalah
semua bentuk peraturan yang dituangkan dalam bentuk :
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1. Gambar-gambar/poster
2. Tulisan/logo/semboyan/motto
3. Simbol-simbol
Beberapa tanda harus dipasang sebagai bagian yang dipersyaratkan dari
aturan kesehatan dan keselamatan kerja untuk membantu mengurangi risiko
berbahaya, adapun poster merupakan penjelasan yang menjelaskan suatu aktifitas
dalam bentuk sebab dan akibat. Kesemua hal tersebut diatas teraplikasikan rangka
untuk mengingatkan kembali pentingnya prosedur, proses pekerjaan dan hasil
pekerjaan yang aman dan memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan
berdasarkan undang-undang keselamatan kerja yang berlaku.
Adapun Rambu dalam workshop yang sering dipasang adalah :
1. Rambu Larangan
2. Rambu Peringatan
3. Rambu Pertolongan
4. Rambu Prasyarat
Keempat rambu tersebut diatas sangatlah penting untuk dipahami dan
disosialisasikan, disamping itu dalam kesehariannya perlu adanya contoh sebelum
peserta memasuki areal tempat kerja. Hal ini akan menjadikan peserta dapat
melaksanakan prosedur pengerjaan/pembelajaran didalam bengkel dengan
bertanggung jawab.
Pemasangan tanda isyarat yang dikenal dengan rambu-rambu di tempat
kerja sangatlah penting karena sebagai fungsi kontrol guna memberikan
informasi, tentang kondisi seperti larangan, peringatan, persyaratan bahkan suatu
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pertolongan. Oleh karena itulah sangatlah perlu adanya penjelasan pengetahuan
tentang symbol, kode tentang tanda yang akan dipasang sebagai rambu-rambu
dengan standar internasional.
Pemasangan rambu harus mengikuti etika standar rambu-rambu
keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku, dan dapat dipahami secara
internasional, tidaklah asal pasang kerena jika kita salah pasang, bisa saja yang
tadinya kita ingin pekerja selamat malah membuat mereka berada dalam suatu
resiko atau bahaya. Untuk memilih rambu yang tepat, kita perlu melihat kegiatan
yang sedang di lakukan dengan memperhitungkan:
1. Mengidentifikasi bahaya;
2. Menentukan kontrol apa yang dibutuhkan; dan
3. Menentukan jenis rambu dan indikator apa yang perlu digunakan.
Rambu – rambu K3 pada umumnya terdiri dari beberapa symbol atau kode
yang menyatakan kondisi yang perlu mendapat atensi bagi siapa saja yang ada
dilokasi tersebut. Guna mempertegas suatu tanda atau rambu, dalam
pelaksanaannya dibedakan dalam bentuk warna-warna dasar yang sangat
menyolok dan mudah dikenali. Warna yang dipasang pada setiap rambu berupa
warna:
1. Warna Merah – tanda Larangan (Pemadam Api)
2. Warna kuning – tanda Peringatan atau Waspada atau beresiko bahaya
3. Warna Hijau – tanda zona aman atau pertolongan
4. Warna Biru – tanda wajib ditaati atau prasyarat
5. Warna Putih – tanda informasi umum
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6. Warna oranye – tanda beracun
Warna-warna tersebut diatas merupakan warna dasar sebagai latarbelakang
(background), sedangkan gambar atau logo/simbol diatas warna dasar tersebut
merupakan warna kontras. Menurut standar yang berlaku secara internasional
berupa warna putih atau hitam.
Adapun bentuk-bentuk kombinasi warna dasar dan tulisan dasar rambu K3
yang perlu dipahami adalah seperti pada gambar 2.12:
Gambar 2.12 Warna-warna Dasar Simbol K3
Penggunaan bentuk rambu yang memuat tanda – tanda atau simbol ada 3
(tiga) bentuk dasar yaitu :
1. Bentuk Bulat – Wajib atau bentuk larangan
2. Segitiga – Tanda peringatan
3. Segi Empat – Darurat, informasi dan tanda tambahan
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 Bentuk dasar rambu-rambu standar yang perlu dipahami
Gambar 2.13 Bentuk Dasar Rambu-rambu Standar K3
Kita ketahui bahwa rambu rambu keselamatan penting untuk ditaati dan
dipatuhi agar kita semua terhindar dari kecelakaan. Berikut ini beberapa gambar
dan penjelasan rambu-rambu seperti pada gambar 2.13.
1. Rambu Larangan
Rambu ini adalah rambu yang meberikan larangan yang wajib ditaati
kepada siapa saja yang ada di lingkungan itu harus mematuhinya, tanpa ada
pengecualian. Adapun larangan yang harus ditaati adalah sesuai dengan rambu
gambar atau informasi yang terpasang. Ciri-ciri rambu larangan yang sering
ditemui yaitu bentuk bulat, latar belakang berwarna putih, dan logo berwarna
hitam, dengan lingkaran terpotong berwarna merah seperti pada gambar 2.14.
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Gambar 2.14 Rambu Larangan
2. Rambu Peringatan
Rambu ini adalah rambu yang meberikan peringatan yang perlu
diperhatikan kepada siapa saja yang ada di lingkungan itu karena dapat
mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Adapun Peringatan yang perlu
diikuti adalah sesuai dengan rambu gambar atau informasi yang terpasang. Ciri-
ciri rambu peringatan yang sering ditemui yaitu bentuk segitiga, latar belakang
berwarna kuning, dan logo/gambar berwarna hitam, dengan bingkai berwarna
hitam seperti pada gambar 2.15.
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Gambar 2.15Rambu Peringatan
3. Rambu Prasyarat/ Wajib Dilaksanakan
Rambu ini adalah rambu yang meberikan persyaratan dilaksanakan kepada
siapa saja yang ada di lingkungan itu karena prasyarat tersebut merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun Prasyarat yang perlu dilaksankan
adalah sesuai dengan rambu tergambar atau informasi yang terpasang. Ciri-ciri
rambu prasyarat/kewajiban yang sering ditemui yaitu bentuk bulat, latar belakang
berwarna biru, dan logo/gambar berwarna putih seperti pada gambar 2.16.
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Gambar 2.16 Rambu Prasyarat/Wajib di Laksanakan
4. Rambu Pertolongan
Rambu ini adalah rambu yang meberikan bantuan/pertolongan serta arah
yang ada di lingkungan itu karena arah/per/longan tersebut merupak petunjuk arah
yang harus diikuti siapa saja terutama bila terjadi kondisi darurat. Adapun rambu
pertolongan atau petunjuk arah tersebut dipasang pada tempat yang strategis dan
mudah terlihat. dengan jelas. Ciri-ciri rambu pertolongan atau petunjuk arah
tersebut berbentuk segi empat dengan warna dasar hijau dan logo/gambar warna
putih seperti pada gambar 2.17.
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Gambar 2.17 Rambu Pertolongan
2.3Teori Dasar Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
2.3.1 Pengertian AHP
Proses hirarki analisitis atau disingkat AHP (Saaty, 1993) adalah suatu
pendekatan pengambilan keputusan yang dirancang untuk membantu pencarian
solusi dari berbagai permasalahan multikriteria yang kompleks dalam sejumlah
ranah aplikasi. Metode yang diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty pada periode
1971-1975 ini telah didapati sebagai pendekatan yang praktis dan efektif yang
dapat mempertimbangkan keputusan yang tidak tersusun dan rumit. Hasil akhir
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AHP adalah suatu ranking atau pembobotan prioritas dari tiap alternatif keputusan
atau disebut elemen. Secara mendasar, ada tiga langkah dalam pengambilan
keputusan menggunakan AHP, yaitu membangun hirarki, penilaian dan sintetis
prioritas.
Pada dasarnya AHP adalah suatu teori umum tentang pengukuran. Ia
digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan pasangan yang
diskrit maupun kontinyu. Perbandingan-perbandingan ini dapat diambil dari
ukuran aktual atau dari suatu skala dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan
dan perferensi relatif. AHP memiliki perhatian khusus tentang penyimpangan dari
konsistensi, pengukuran dan pada ketergantungan didalam dan diantara kelompok
elemen strukturnya seperti pada gambar 2.18.
Gambar 2.18 Cakupan Model AHP
AHP bisa diterapkan dalam pembuatan keputusan melalui penyusunan
hierarki dan analisis hirarki. Ada beberapa syarat dalam penyusunan AHP yaitu
32
dalam kondisi lebih dari satu (kelompok) yang dapat membentuk susunan dalam
AHP, adalah sesuatu yang memungkinkan untuk dikelompokkan ke dalam item-
item perwakilan dari masing-masing kelompok sebagai wakil dari kelompok
tersebut, dan mempunyai sifat kelompok tersebut. Untuk syarat pertama, kita
dapat memilih kelompok-kelompok yang paling berpengaruh, sebagai kelompok-
kelompok yang paling penting untuk digabungkan. (Thomas L.Saaty, 1993 : 12-
16).
AHP mencerminkan cara alami manusia dalam bertingkah laku dan
berfikir. Namun AHP memperbaiki proses alami itu dengan mempercepat proses
berfikir dan meluaskan kesadaran manusia agar mencakup lebih banyak faktor
daripada yang biasa dipertimbangkan. “Peralatan utama Analytical Hierarchy
Process adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi
manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan terstruktur dipecahkan ke
adalam kelompok-kelompoknya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur
menjadi sutu bentuk hirarki”. (Bambang Permadi, 1992 : 5).
Dengan menggunakan metode AHP diperlukan informasi dan
pertimbangan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengambilan
keputusan tersebut. Melalui urutan kerja yang sistimatik, AHP mensitesis
penilaian-penilaian mereka menjadi suatu taksiran yang menyeluruh dari prioritas-
prioritas yang dihasilkan. “AHP adalah suatu proses rasionalitas sistimatik.
Dengan proses tersebut dimungkinkan untuk mempertimbangkan suatu persoalan
sebagai satu keseluruhan dan mengkaji interaksi serempak dari berbagai
komponennya di dalam suatu hirarki” (Thomas L. Saaty, 1993 : 26).
AHP dapat digunakan untuk merangsang timbulnya gagasan atau ide
untuk melaksanakan tindakan kreatif dan untuk mengevaluasi keefektifan
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tindakan tersebut. Selain itu untuk membantu menetapkan informasi apa yang
patut dikumpulkan guna mengevaluasi pengaruh faktor-faktor relevan dalam
situasi yang kompleks. AHP juga dapat melacak ketidak-konsistenan dalam
pertimbangan dan referensi berbagai pihak, sehingga para pengambil keputusan
mampu menilai bahwa tindakan yang diambil adalah sesuai dengan keinginan
yang membutuhkan. Pada dasarnya AHP adalah teori umum tentang pengukuran.
Ia digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan pasangan
diskrit maupun kontinyu.
Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP ada beberapa prinsip yang
harus dipahami, diantaranya adalah : (Sri Mulyono, 2007 : 320-322)
1. Decomposion.
Setelah persoalan didefinisikan, maka perlu dilakukan decomposion,
yaitu memecahkan persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin
mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-
unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga
didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi.
2. Comperative Judgment.
Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua
elemen pada suatu tingkat dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya.
Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena ia akan berpengaruh terhadap
prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini akan lebih mudah bila
disajikan dalam matriks yang dinamakan pairwise comparison.
3. Synthesis of Priority
Dari setiap pairwise comparison kemudian dicari eigen vector-nya
untuk mendapatkan local priority. Karena matrik-matrik pairwise
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comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global
priority harus dilakukan sintesadi antara local priority. Prosedur melakukan
sintesa berbeda menurut bentuk hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut
kepentingan relatif melalui prosedur sintesa dinamakan priority setting.
4. Logical Consistensy.
Konsistensi memilki dua makna. Pertama adalah bahwa obyek-obyek
yang dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Arti
kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antara obyek-obyek yang
didasarkan pada kriteria tertentu.
Selain itu AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang
multi-obyektif dan multi-kriteria yang berdasarkan pada perbandingan preferensi
dari setiap elemen dalam hirarki. Jadi, model ini merupakan suatu model
pengambilan keputusan. Pada dasarnya langkah-langkah metode AHP meliputi
(Thomas L.Saaty, 1993 : 102-103) :
1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan
dengan subtujuan – subtujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-
alternatif pada tingkatan paling bawah.
3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan
kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing
tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Perbandingan dilakukan
berdasarkan judgement atau penilaian dari pengambilan keputusan dengan
menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.
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4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement
seluruhnya sebanyaknya n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya
elemen yang dibandingkan.
5. Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya, jika tidak
konsisten maka pengambilan data diulangi.
6. Mengulangi langkah 3,4 dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.
7. Menghitung eiegen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan.
Nilai vektor eigen merupakan bobot dari setiap elemen. Langkah ini untuk
mensistensi jugment dalam penentuan prioritas elemen pada tingkat hirarki
terendah sampai tujuan.
8. Memeriksa konsistensi hirarki jika nilainya lebih dari 10 % maka penilaian
data judgment harus diperbaiki, mungkin dengan memperbaiki cara
menggunakan pertanyaan ketika membuat penilaian berpasangan. Jika
tindakan itu gagal memperbaiki konsistensi, ada kemungkinan persoalan
ini tak terstruktur secara tepat, yaitu elemen-elemen sejenis tidak
dikelompokkan di bawah suatu kriteria yang bermakna, maka perlu
kembali ke langkah 2 (dua). Meskipun mungkin hanya bagian-bagian
persoalan dari hirarki itu yang perlu diperbaiki.
2.3.2 Penganalisaan dan Penyusunan AHP
Hirarki merupakan alat mendasar dari pikiran manusia, mereka melibatkan
pengidentifikasian elemen-elemen suatu persoalan, dengan mengelompokkan
elemen-elemen itu kedalam beberapa kumpulan yang homogen dan menata
kembali kumpulan-kumpulan itu pada tingkat-tingkat yang berbeda. Hirarki yang
paling sederhana berbentuk linier, tingkat yang satu naik atau turun ke tingkat
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yang lain.
Ada dua macam hirarki, yaitu struktural dan fungsional. Pada hirarki
struktural, system yang kompleks disusun ke dalam komponen-komponen pokok
dalam urutan menurun sifat struktur mereka misalnya : hirarki struktur alam
semesta, akan dimulai dari galaksi kemudian menurun ke konstelasi, ke system
solar, ke planet dan seterusnya sampai ke bumi dan manusia. Sebaliknya hirarki
fungsional menguraikan system yang kompleks menjadi elemen-elemen pokok
menurut hubungan esensial mereka. (Thomas L, Saaty, 1993 : 30).
Rancangan dalam menyusun hirarki tergantung pada jenis keputusan yang
perlu diambil. Jika yang akan dipilih adalah suatu alternatif, maka dimulai dengan
menentukan semua alaternatif tingkat dasar dan selanjutnya harus terdiri atas
kriteria untuk mempertimbangkan berbagai alternatif tersebut. Pada tingkat
puncak ditentukan satu elemen saja yaitu tujuan yang menyeluruh, kemudian pada
tingkat berikutnya dibandingkan menurut pentingnya kontribusi masing-masing.
Gambar 2.19 Model AHP Secara Umum (Thomas L, Saaty, 1993)
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Dalam membuat hirarki juga tidak ada batasan sampai seberapa
jumlahnya. Jika nantinya tidak mampu membandingkan elemen-elemen dalam
satu tingkat terhadap elemen-elemen dari tigkat lebih tinggi berikutnya, maka
upayakan suatu tingkat antara, yang berarti pemecahan elemen-elemen dari
tingakat lebih tinggi yang berikutnya tersebut. Jadi suatu tingkat baru telah
dimasukkan untuk memudahkan analisis perbandingan dan untuk meningkatkan
kecermatan perbandingan. Dengan membandingkan elemen-elemen yang berada
satu tingkat di atasnya, maka dapat memutuskan suatu pilihan yang tepat
mengenai tingkat yang lebih tinggi tersebut. Selain itu, bila elemen-elemen dari
suatu tingkat tidak dapat dibandingkan kecuali terhadap keretria yang lebih halus
daripada kereteria yang sudah diidentifikasikan sejauh ini, harus diciptakan suatu
tingkat baru seperti pada gambar 2.19.
2.3.3 Menetapkan Prioritas
Langkah pertama dalam menetapkan prioritas elemen-elemen dalam suatu
persoalan keputusan adalah dengan membuat perbandingan berpasangan, yaitu
elemen-elemen dibandingkan secara berpasangan, dalam hal ini bentuk matriks
merupakan suatu bentuk yang lebih disukai. Matriks merupakan alat yang
sederhana dan bisa diapakai dan memberikan kerangka penguji konsistensi,
memperoleh informasi tambahan dengan jalan membuat segala perbandingan
yang mungkin dan menganlisa kepekaan prioritas menyeluruh terhadap perubahan
dalam pertimbangan. Rancangan matriks ini secara unik mencerminkan dua segi
prioritas, yaitu mendominasikan dan didominasikan.
Proses pembandingan berpasangan ini mulai pada puncak hirarki dengan
memilih, misalnya kriteria C atau sifat yang akan digunakan untuk melakukan
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pembandingan yang pertama. Lalu pada tingkat yang dibawahnya di ambil
elemen-elemen yang akan dibandingkan, misalnya A1,A2, A3,....,A7. keemudian
susun elemen-elemen ini pada suatu matriks seperti pada tabel 2.1.
Tabel 2.1 Contoh Matriks Perbandingan Berpasangan
Elemen A1 A2 A3 Vektor Prioritas
A1 1
A2 1
A3
1
Dalam matriks ini, bandingkan elemen kolom A1 dalam kolom sebelah
kiri dengan elemen A1, A2, A3 dan seterusnya yang terdapat di baris atas yang
berkenaan dengan sifat dari kriteria A di sudut kiri atas. Lalu ulangi lagi dengan
elemen kolom A2 dan seterusnya. Untuk membandingkan elemen-elemen itu
perlu diketahui seberapa kuat suatu elemen atau aktivitas memilki kontribusi,
dominasi, pengaruh, memenuhi atau menguntungkan sifat tersebut dibandingkan
dengan elemen lain yang dibandingkan.
Oleh karena itu susunan ini harus mencerminkan tata hubungan yang tepat
diantara elemen-elemen disuatu tingkat dengan sifat yang ada setingkat di
atasnya. Jika waktu atau kriteria probabilitas lain digunakan, maka dapatkan
seberapa lebih mungkin atau berpeluang suatu elemen-elemen itu didominasi oleh
sifat tersebut dan bukan sebaliknya, maka ditentukan seberapa kuat elemen-
elemen tersebut dimiliki, didominasikan, dipengaruhi, dan seterusnya oleh sifat
tersebut. Dalam memproyeksikan suatu hasil maka tentukan pula elemen mana
yang mungkin bersifat lebih menentukan atau berkaitan dan berakibat pada hasil
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tersebut. Jika elemen-elemen tersebut membandingkan keindahan, kebaikan atau
kesenangan suatu elemen dengan elemen lain maka tentukan mana yang lebih
bagus dari kedua elemen tersebut.
Untuk mengisi matriks banding berpasangan tersebut, digunakan bilangan
untuk menggambarkan relatif pentingnya suatu elemen di atas elemen lainnya
berkenaan dengan sifat tersebut. Berikut disajikan tabel skala banding
berpasangan seperti pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Skala Perbandingan Berpasangan
Tingkat
Kepercayaan
Definisi Keterangan
1 Sama penting .Kedua elemen
memberikan kontribusi
yang sama terhadap tujuan
3 Suatu elemen sedikit lebih
penting dari lainnya.
Pengalaman atau penilaian
sedikit memihak pada salah
satu elemen.
5 Suatu elemen sesungguhnya
lebih penting dari lainnya.
Pengalaman atau penilaian
kuat memihak pada salah
satu elemen.
7 Suatu elemen betul-betul
lebih penting dari lainnya.
Suatu elemen betul-betul
lebih disukai dan dalam
praktek lebih dominan dari
yang lain.
9 Suatu elemen mutlak lebih
penting dari lainnya
Terbukti memang suatu
elemen jauh lebih disukai
bila diperlukan komposisi
di dua tingkat kepentingan.
2,4,6,8 Nilai tengah di antara dua
penilaian berurutan antara
dua elemen.
Nilai ini diberikan bila
diperlukan komposisi di
dua tingkat kepentingan.
J = 1/i Nilai kebalikan Jika suatu aktivitas i
mendapat satu angka bila
dibandingkan aktivitas j
mempunyai nilai
kebalikannya bila
dibandingkan dengan i
Sumber : Thomas L. Saaty, (1993 : 85)
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Skala itu mendifinisikan dan menjelaskan nilai 1 sampai 9 yang ditetapkan
untuk pertimbangan dalam membandingkan elemen yang sejenis di setiap tingkat
hirarki terhadap suatu kriteria yang berada setingkat di atasnya. Pengalaman telah
membuktikan bahwa skala dengan sembilan satuan dapat diterima dan
mencerminkan derajat dimana dapat dikatakan mampu membedakan intensitas
tata hubungan antar elemen. Apabila pemakai skala itu dalam konteks sosial,
psikologi atau politis, utarakan terlebih dahulu pertimbangan verbalnya, lalu
terjemahkan ini menjadi nilai-nilai numerik.
Bila membandingkan suatu elemen dalam matriks dengan elemen itu
sendiri, misalkan A1 dengan A1 maka perbandingan itu harus memberi nilai
bilangan 1 karena elemen yangsama memberikan niali skala 1 (sama pentingnya).
Selalu membandingkan elemen pertama dari suatu pasangan (elemen di kolom
sebelah kiri matriks) dengan elemen kedua (elemen di baris puncak matriks) dan
tentukan nilai numeriknya dari skala dalam tabel. Nilai kebalikannya digunakan
untuk pembandingan berpasangan elemen kedua terhadap elemen pertama tadi.
Untuk memperoleh peringkat prioritas menyeluruh bagi suatu persoalan
keputusan, haruslah menyatukan dan mensintesis pertimbangan yang dibuat
dalam melakukan perbandingan berpasangan, yaitu harus melakukan pembobotan
dan penjumlahan untuk menghasilkan suatu bilangan tunggal yang menunjukkan
prioritas setiap elemen.
2.3.4Hubungan Prioritas sebagai Eigen Vektor terhadap Konsistensi
Dalam mencari vektor prioritas dari matriks pairwise comparison ada
banyak cara yang dipakai, akan tetapi untuk penekanan pada konsistensi biasanya
digunakan rumus eigen value.
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Diketahui elemen-elemen dari suatu tingkat dalam suatu hirarki adalah
C1,C2, ......Cn dan bobot pengaruh mereka adalah adalah w1,w2,....wn. misalkan aij
= wi/wj menunjukkan kekuatan C1 jika dibandingkan dengan Cj. Matriks dari
angka-angka aij = 1/aij. Jika penilaian disempurnakan pada stiap pembandingan,
maka aik = aij x ai untuk semua i, j, k dan matriks A dinamakan konsstensi. Untuk
lebih jelasnya perhatikan manipulasi matematika berikut :
Aij = Wi/Wj dimana i,j = 1,2,....,n.
Aij = (Wi/Wj) = 1 sehingga konseksekuensinya.


n
j
waijxWjx
1
1/1 = n dimana i = 1,2,.....atau


n
j
waijxWjx
1
1/1 =nWi dimana i = 1,2,..... dalam bentuk matriks.
Aw = nw......................................................(1)
Rumus ini menunjukkan bahwa w merupakan eigen vektor dari matriks A
dengan eigen value n. (Sri Mulyono, 2007 : 323)
Dua kenyataan dalam teori matriks memberikan kemudahan-kemudahan
seperti:
1. Jika  1,.......,  n adalah angka-angka yang memenuhi persamaan Aw =
 w dimana  merupakan eigen value dari matriks A, dan jika aij = 1
untuk semua i, maka 


n
j
nji
1
. Karena itu jika Aw = w dipenuhi, maka
semua eigen value yang satu yaitu sebesar n, maka jelas dalam kasus
konsistensi n merupakan eigen value A terbesar.
2. Jika salah satu aij dari matriks positif reciprocal A berubah sangat kecil,
maka eigen value juga berubah sangat kecil. Kombinasi keduanya
menjelaskan bahwa jika diagonal matriks A terdiri dari aij = 1 dan jika A
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konsisten, maka perubahan kecil pada aij menahan eigen value terbesar,
 maksimum dekat ke n dan eigen value sisanya dekat ke nol. Karena
itu persoalannya adalah jika A merupakan matriks pairwise comparison,
maka untuk mencari vektor prioritas harus mencari w yang memenuhi :
Aw =  maks x w.
Perubahan kecil pada aij menyebabkan perubahan maksimum,
penyimpangan  maksimum dari n meruapakan ukuran konsistensi. Indikator
terhadap konsistensi diukur melalui Consistensy Index (CI) yang dirumuskan
sebagai berikut :CI=( maks -n)/(n-1). (Kadrsah Suryadi, 1998 : 138).
 maks = eigen value maksimum
n = ukuran matriks.
AHP mengukur seluruh konsistensi penilaiaan dengan menggunakan
Consistency Ratio (CR), yang perumusannya (Sri Mulyono : 2007 : 324) :
CR =
existencyIndRandomCons
CI
Tingkat konsistensi tertentu memang diperlukan di dalam menentukan
prioritas untuk mendapatkan hasil yang sah. Nilai CR semestinya tidak boleh
lebih dari 10 %. Jika tidak, berarti penilaian yang telah di buat mungkin
dilakukan secara random dan perlu direvisi seperti pada tabel 2.3.
Tabel 2.3 Random Consistency Index (RI)
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51
Sumber : Thomas L. Saaty, (1991 : 21)
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2.3.5 Konsistensi
Dalam suatu persoalannya pengambilan keputusan sangat penting
mengetahui betapa baiknya konsistensi karena mungkin keputusan yang diambil
tidak disukai bila pertimbangan yang dilakukan dengan konsistensi yang rendah
sehingga nampak seperti pertimbangan rancak.
Nilai rasio konsistensi harus di bawah 10 %. Jika hasil yang didapat lebih
besar dari 10 %, pertimbangan itu mungkin agak acak dan mungkin perlu
diperbaiki.
2.4 Teori Dasar Metode Suksesif Ordinal
Data ordinal sebenarnya adalah data kualitatif atau bukan angka numerik.
Data ordinal menggunakan angka sebagai simbol data kualitatif (berbentuk skala).
Skala berkisar antara 1 (satu) sampai 5 (lima). Dimana angka 1 (satu) menunjukan
respon negatif terhadap objek penelitian. Dan angka 5 (lima) menujukan respon
positif terhadap objek penelitian. Dalam contoh dibawah ini, misalnya: angka 1
(satu) mewakili “sangat tidak setuju”, angka 2 (dua) mewakili “tidak setuju”,
angka 3 (tiga) mewakili “netral”, angka 4 (empat) mewakili “ setuju”, dan angka 5
(lima) mewakili “sangat setuju”.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis riset/ penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan sedalam-dalamnya melalui
pengumpulan data. Penelitian jenis ini tidak mengutamakan besarnya populasi
atau sampling, bahkan populasi atau sampling bisa saja sangat terbatas. Disini
yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) bukan banyaknya
(kuantitas). Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain metode
focuss group discussion, wawancara, observasi dan studi kasus.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus, yaitu
metode penelitian yang menggunakan sumber data yang bisa digunakan untuk
meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek
individu, kelompok, secara sistematis. Pemilihan metode studi kasus dilakukan
karena penulis menggunakan kriteria-kriteria hasil penelitian sebelumnya (sistem
penilaian penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat pada proyek
konstruksi ) yang telah dibuktikan secara ilmiah untuk diterapkan pada penelitian
ini (sistem penilaian penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat pada
proyek – proyek konstruksi di Kota Malang ), dengan tetap melakukan
penyesuaian karena perbedaan jenis proyek konstruksi di Kota Malang , namun
tidak perlu lagi membuktikan secara ilmiah dan bisa langsung melakukan
pengolahan data lanjutan.
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3.2 Penentuan Sampel Penelitian dan Kriteria Penilaian
Sampel penelitian untuk menentukan bobot kriteria penerapan
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di pilih respondenahli K3 di setiap proyek –
proyek konstruksi di Kota Malang, untuk menilai rangking tingkat penerapan K3
yang paling dominan, dan juga konsultan K3 di Kota Malang, untuk menentukan
bobot kriteria penerapan K3. secara purposive random sampling sesuai dengan
tujuan penelitian yang terdiri atas para konsultan K3 yang mewakili seluruh
proyek konstruksi di seluruh wilayah Kota Malang . Sedangkan sampel penelitian
untuk menentukan rangking tingkat penerapan K3 dengan membandingkan skor
penerapan K3 dari masing – masing proyek konstruksi .
Kriteria – kriteria penilaian yang akan disusun dalam suatu hirarki kriteria
penilaian penerapan K3 dalam menangani proyek – proyek konstruksi di Kota
Malang , didapatkan melalui hasil wawancara dengan para ahli yang berkompeten
di bidang penerapan K3 dipadukan dengan hasil studi literatur.
Kriteria – kriteria penilaian yang akan disusun dalam suatu hirarki kriteria
penilaian Berdasarkan 5 ( lima ) aspek utama yang harus dimiliki dan diperhatikan
sebagai pengawas pelaksanaan proyek konstruksi, yaitu :
1. Aspek Peraturan perundang-undangan,
Seorang ahli K3 harus memahami semua peraturan dan perundang-undangan
yang telah diterbitkan oleh pemerintah, yang telah mengatur semua ketentuan
yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam melaksanakan suatu
kegiatan tertntu, termasuk sangsi-sangsi pidana yang akan dikenakan apabila
terjadi pelanggaran.
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2. Aspek Ke-engineeringan,
Seorang ahli K3 yang bekerja di proyek konstruksi harus memahami proses
kerja pelaksanaan proyek konstruksi, seperti metode kerja, teknik-teknik
konstruksi, hal ini sangat mendasar karena untuk dapat memberikan advis
tentang K3 seorang ahli K3 harus paham ilmu teknik pelaksanaan konstruksi,
apabila tidak paham makan akan sulit dalam memberikan advis.
3. Aspek Sistem Manajemen,
Seorang ahli K3 harus memiliki pemahaman terhadap sistem untuk mengelola
proses keselamatan dan kesehatan kerja terhadap segala sesuatu kegiatan yang
terkait dengan proses produksi dengan memperhatikan unsur-unsur pencegahan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi dapat merugikan
manusia.
4. Aspek Tanggap darurat,
Sebagai ahli K3 harus menguasai sistem tanggap darurat, yaitu ilmu dan teknik
melakukan tindakan yang tepat pada saat terjadinya insiden kecelakaan kerja
atau musibah yang terjadi, misalnya gempa bumi, kebakaran, bangunan runtuh,
lonsor dan lainnya.
5. Aspek pelatihan dan konsultasi
Ahli K3 sebagai pengawas harus mampu menyampaikan apa yang dipahami
tentang aspek – aspek K3 kepada orang lain, baik kepada pimpinan proyek,
kepada para pekerja maupun kepada orang lain yang terkait dengan
pelaksanaan proyek konstruksi.
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Kelima aspek utama diatas harus dikuasai oleh seorang Ahli K3 dalam
melaksanakan pekerjaannya.
3.3 Penyusunan Kuisioner
Penyusunan kuisioner tahap 1 dilakukan untuk meminta pendapat
responden ahli tentang tingkat kepentingan antar kriteria penelitian yang disusun
dalam suatu hirarki kriteria penilaian terhadap penerapan aspek – aspek K3.
Dalam model AHP, untuk menyatakan persepsi responden dalam suatu
perbandingan berpasangan antar kriteria penilaian digunakan skala angka 1
sampai 9 dimana masing-masing angka menggambarkan tingkat kepentingannya.
Penyusunan kuisioner tahap 2 dilakukan untuk meminta pendapat
responden ahli tentang skor penilaian penerapan K3, dari skala 1 sampai 5
berdasarkan kriteria penilaiaan. Dimana skor 1 berarti “sangat kurang” , 2 berarti
“kurang“ , 3 berarti “cukup“ , 4 berarti “baik“ , 5 berarti “sangat baik“.
3.4 Variabel Penelitian
Secara konseptual, variabel adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai
berbeda atau bervariasi. Perbedaan nilai dapat terjadi pada suatu obyek atau
individu pada waktu yang berbeda-beda.
Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel yang
berkaitan dengan penerapan K3 dalam menangani proyek – proyek konstruksi di
Kota Malang . Berkaitan dengan itu, maka penulis memberikan aspek-aspek yang
perlu ditinjau dalam membentuk sistem penilaian penerapan K3 dalam menangani
proyek – proyek konstruksi di Kota Malang.
Variabel terikat merupakan nilai-nilai dari objek penelitian yang terikat
dengan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk variabel terikat, penulis
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menentuakan lima aspek yaitu aspek peraturan perundang-undangan, aspek ke-
engineeringan, aspek sistem manajemen, aspek tanggap darurat, aspek pelatihan
dan konsultasi. Variabel bebas merupakan variabel yang mempunyai pengaruh
terhadap variabel terikat.
Langkah-langkah menganalisa bobot penilaian untuk menentukan
penerapan K3 dengan metode AHP meliputi:
1. Membuat matriksawal perbandingan berpasangan yang menggambarkan
kontribusi relatif atau pengaruh setiap kriteria terhadap kriteria lainnya.
Perbandingan dilakukan berdasarkan penilaian dari pengambilan keputusan
dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen
lainnya.
2. Menghitung nilai eigen vektor (hasil penjumlahan eigen vektor harus 1).
3. Menghitung nilai eigen maksimum.
4. Menghitung indeks konsistensi dengan rumus CI =
1
n-maks
n

5. Menghitung rasio konsistensi dengan rumus CR =
RI
CI
. Jika rasio
konsistensi (CR) lebih kecil dari randomconsistency index (RI), maka data
dianggap konsisten.
6. Ulangi langkah 1 sampai 5 untuk seluruh tingkat hirarki.
7. Setelah analisis data menggunakan AHP selesai dilaksanakan, maka
didapatkan tabel bobot penilaian penerapan K3 dalam menangani proyek –
proyek di Kota Malang.
Langkah-langkah menganalisa rangking tingkat penerapan K3 dalam
menangani proyek konstruksi meliputi:
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1. Mengalikan bobot masing-masing kriteria penilaian dengan skala skor
masing-masing proyek konstruksi , maka diperoleh nilai masing-masing
proyek konstruksi untuk tiap kriteria penilaian.
2. Proyek konstruksi dengan nilai tertinggi dari tiap kriteria penilaian, berarti
memiliki rangking tertinggi untuk penerapan K3 tersebut.
3.5 Kriteria Penilaian
Dari penjabaran defenisi operasional variabel penelitian pada gambar 3.1,
dapat disusun level kriteria penilaian yang digunakan pada penelitian ini dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 3.1 Bagan Alir Kriteria Penilaian K3
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Ya
Tidak
3.6 Bagan Alir (Flow Chart) Penelitian
Gambar 3.2 Bagan Alir (Flow Chart) Penelitian
Mulai
Tujuan Penelitian
Identifikasi Masalah
Pengumpulan Data :
- Data Primer (Kuisioner)
- Data Sekunder (UU no 1/1970 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
Peraturan menteri no 1/1980 tentang K3
Konstruksi bangunan
Analisa Data menggunakan AHP
- Perhitungan Bobot Kriteria K3
- Perhitungan Rangking Kualitas
Penerapan K3 di proyek Konstruksi
Hasil Analisa Data
Nilai rasio konsistensi di
bawah 10 %
Kesimpulan dan Saran
Selesai
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BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Rekapitulasi Hasil Penelitian
Kuisioner pada penelitian ini diberikan kepada 20 responden ahli yang
terlibat langsung dalam menentukan tingkat pengaruh penerapan aspek – aspek
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap keberhasilan suatu proyek
konstruksi di Kota Malang, yaitu para Pimpinan, Pelaksana dan Pengawas pada
Proyek Kontruksi yang di teliti. Responden berasal dari Kontraktor dan Konsultan
yang menangani proyek kontruksi yang di teliti di Kota malang .
Dari hasil pengisian kuisioner, dapat dilihat pada lampiran 1.Rekapitulasi
pendapat responden disajikan sesuai dengan masing-masing level
kriteria.Rekapitulasi pendapat responden pada kriteria level 1 tertera pada tabel
4.1.Rekapitulasi pendapat responden pada kriteria level 2 tertera pada tabel 4.2.
Pada kuisioner yang telah disebar, responden yang menangani Proyek
Pembangunan Mall Dinoyo City dan Proyek Ijen Padjadjaran Suites Hotel juga
diminta memberikan skor penilaian kinerja penerapan aspek – aspek Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek yang sedang di tangani. Tabel rekapitulasi
skor penilaian kinerja penerapan aspek – aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) dapat dilihat pada lampiran 3. Dan skala skor penerapan aspek – aspek
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat dilihat pada tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Skala Skor Penilaian Kinerja Penerapan Aspek – Aspek
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Dari data pada tabel 4.1 terdapat sepuluh kriteria perbandingan
berpasangan dan didapat nilai rata – rata dari kriteria perbandingan berpasangan
tersebut yaitu pada kriteria aspek peraturan perundang – undangan terhadap aspek
keengineeringan ( kode kriteria 1 ) memiliki nilai rata – rata 5,050, kemudian
aspek peraturan perundang – undangan terhadap aspek sistem manajemen ( kode
kriteria 2) memiliki nilai rata – rata 0,393, kemudian aspek peraturan perundang –
undangan terhadap aspek tanggap darurat ( kode kriteria 3 ) memiliki nilai rata –
rata 0,328, kemudian aspek peraturan perundang – undangan terhadap aspek
pelatihan dan konsultasi ( kode kriteria 4 ) memiliki nilai rata – rata 0,234,
kemudian aspek keengineeringan terhadap aspek sistem manajemen ( kode
kriteria 5 ) memiliki nilai rata – rata 0,348, kemudian aspek keengineeringa
terhadap aspek tanggap darurat ( kode kriteria 6 ) memiliki nilai rata – rata 0,338,
kemudian aspek keengineeringan terhadap aspek pelatihan dan konsultasi ( kode
kriteria 7 ) memiliki nilai rata – rata 0,370, kemudian aspek sistem manajemen
Kriteria
Skala Skor
Proyek
A
Proyek
B
Pemahaman Undang-undang 2 3
Perwujudan Undang-undang 3 3
Teknik Pelaksanaan Konstruksi 3 3
Metode Kerja 3 3
Mengelola Sistem K3 3 2
Proses Pelaksanaan K3 3 4
Upaya Pencegahan Kecelakaan 3 3
Penguasaan Sistem Tanggap Darurat 3 4
Teknik Melakukan Tindakan 3 3
Tanggung jawab Terhadap K3 4 4
Informasi K3 3 4
Simulasi Pelaksanaan K3 2 3
Evaluasi Penerapan K3 3 3
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terhadap aspek tanggap darurat ( kode kriteria 8 ) memiliki nilai rata – rata 0,638,
kemudian aspek sistem manajemen terhadap aspek pelatihan dan konsultasi ( kode
kriteria 9 ) memiliki nilai rata – rata 0,440, dan aspek tanggap darurat terhadap
aspek pelatihan dan konsultasi ( kode kriteria 10 ) memiliki nilai rata – rata 0,402.
Total nilai rata – rata ke-sepuluh kriteria perbandingan berpasangan memiliki nilai
8,540.
Dari data pada tabel 4.2 terdapat sebelas kriteria perbandingan
berpasangan dan di dapat nilai rata – rata dari kriteria perbandingan berpasangan
tersebut yaitu pada kriteria pemahaman perundang – undangan terhadap
perwujudan undang – undang ( kode kriteria 1 ) memiliki nilai rata – rata 0,471,
kemudian teknik pelaksanaan konstruksi terhadap metode kerja ( kode kriteria 2 )
memiliki nilai rata – rata 0,650, kemudian mengelola sistem K3 terhadap proses
pelaksanaan K3 ( kode kriteria 3 ) memiliki nilai rata – rata 0,539, kemudian
mengelola sistem K3 terhadap upaya pencegahan kecelakaan ( kode kriteria 4 )
memiliki nilai 0,581, kemudian proses pelaksanaan K3 terhadap upaya
pencegahan kecelakaan ( kode kriteria 5 ) memiliki nilai rata – rata 0,520,
penguasaan sistem tanggap darurat terhadap teknik melakukan tindakan ( kode
kriteria 6 ) memiliki nilai rata – rata 0,551, kemudian penguasaan sistem tanggap
darurat terhadap tanggungjawab terhadap K3 ( kode kriteria 7 ) memiliki nilai rata
– rata 0,664, kemudian teknik melakukan tindakan terhadap tanggungjawab K3 (
kode kriteria 8 ) memiliki nilai rata – rata 0,991, kemudian informasi K3 terhadap
simulasi pelaksanaan K3 ( kode kriteria 9 ) memiliki nilai rata – rata 0,570,
kemudian informasi K3 terhadap evaluasi penerapan K3 ( kode kriteria 10 )
memiliki nilai rata – rata 0,760, dan simulasi pelaksanaan K3 terhadap evaluasi
penerapan K3 ( kode kriteria 11 ) memiliki nilai rata – rata 0,536. Total nilai rata –
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rata ke-sebelas kriteria perbandingan berpasangan memiliki nilai 6,833.
Dari data pada tabel 4.3 terdapat skala skor proyek A dan proyek B dimana
nilai yang tertera didapat dari teori dasar metode suksesif ordinal yang
menggunakan angka sebagai simbol data kualitatif ( berbentuk skala ). Skala
berkisar antara 1 (satu) sampai 5 (lima). Dimana angka 1 (satu) mewakili “sangat
tidak baik”, angka 2 (dua) mewakili “tidak baik”, angka 3 (tiga) mewakili
“cukup”, angka 4 (empat) mewakili “baik”, angka 5 (lima) mewakili “sangat
baik”.
4.2 Analisis Bobot Aspek dan Kriteria
4.2.1 Analisis Bobot Aspek( Level 1 )
a. Matrik Awal
Cara pengisian matrik awal adalah dengan memasukkan nilai rata-rata
pendapat responden pada kriteria level 1. Pada perbandingan 2 kriteria yang sama,
maka nilainya 1. Contoh pengisian matrik awal dari perbandingan 2 kriteria yang
sama, yaitu aspek peraturan perundang – undangan dibanding aspek peraturan
perundang – undangan = 1. Contoh pengisian matrik awal dari perbandingan 2
kriteria yang berbeda, yaitu aspek peraturan perundang – undangan dibanding
aspek keengineeringan = 5,050. Contoh pengisian matrik awal dari perbandingan
2 kriteria yang berbanding terbalik, yaitu aspek keengineeringan dibanding aspek
peraturan perundang – undangan berbanding terbalik dengan aspek peraturan
perundang – undangan dibanding aspek keengineeringan, maka menggunakan
angka
n
1
=
050,5
1 = 0,198.Matrik awal kriteria level 1 tertera pada tabel 4.4.
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Tabel 4.4 Matrik Awal Kriteria Level 1
1.1 Aspek
Peraturan
Perundang-
undangan
1.2 Aspek
Keengineerin
gan
1.3 Aspek
Sistem
Manajemen
1.4 Aspek
Tanggap
Darurat
1.5 Aspek
Pelatihan dan
Konsultasi
1.1 Aspek Peraturan
Perundang-undangan 1,000 5,050 0,393 0,328 0,234
1.2 Aspek Keengineeringan 0,198 1,000 0,348 0,338 0,370
1.3 Aspek Sistem Manajemen 2,542 2,874 1,000 0,638 0,440
1.4 Aspek Tanggap Darurat 3,050 2,962 1,567 1,000 0,402
1.5 Aspek Pelatihan dan
Konsultasi 4,268 2,706 2,273 2,489 1,000
Σ 11,059 14,592 5,581 4,792 2,446
b. Eigen Vektor (Bobot Masing-Masing)
Cara menghitung Wi menggunakan rumus Wi = n√ai1xai2xai3,..,xaij. Contoh
perhitungan Wi sebagai berikut :
Wi = n√ai1xai2xai3,..,xaij
= 4√1,000+5,050+0,393+0,328+0,234
=0,687
Cara menghitung eigen vektor menggunakan rumus Xi =
Wi
Wi . Contoh
perhitungan Xi sebagai berikut :
Xi =
Wi
Wi
=
950,5
687,0
= 0,115
Eigen vektor kriteria level 1 tertera pada tabel 4.5.
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Tabel 4.5 Eigen Vektor Kriteria Level 1
1.1 Aspek
Peraturan
Perundang
-undangan
1.2 Aspek
Keenginee
ringan
1.3 Aspek
Sistem
Manajemen
1.4 Aspek
Tanggap
Darurat
1.5 Aspek
Pelatihan
dan
Konsultasi
Wi E-Vektor(Xi)
1.1 Aspek Peraturan
Perundang-undangan 1,000 5,050 0,393 0,328 0,234 0,687 0,115
1.2 Aspek
Keengineeringan 0,198 1,000 0,348 0,338 0,370 0,386 0,065
1.3 Aspek Sistem
Manajemen 2,542 2,874 1,000 0,638 0,440 1,155 0,194
1.4 Aspek Tanggap
Darurat 3,050 2,962 1,567 1,000 0,402 1,416 0,238
1.5 Aspek Pelatihan dan
Konsultasi 4,268 2,706 2,273 2,489 1,000 2,307 0,388
Σ 11,059 14,592 5,581 4,792 2,446 5,950 1,000
Pada level 1 dengan tinjauan pada tujuan dijelaskan bahwa kriteria aspek
pelatihan dan konsultasi memiliki nilai eigen vektor tertinggi yaitu sebesar 0,388.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria aspek pelatihan dan konsultasi
memiliki bobot tertinggi di level 1 dengan tinjauan tujuan, dalam menentukan
nilai kinerja penerapan aspek – aspek K3. Jumlah dari eigen vektor = 1, yang
artinya jumlah bobot dari kriteria level 1 dengan tinjauan tujuan sebesar 1.
c. Eigen Vektor Maksimum
Dari data hasil perhitungan pada tabel 4.5 selanjutnya dihitung nilai eigen
vektor maksimum adalah jumlah dari perkalian matrik awal dengan eigen vektor.
Eigen vektor maksimum kriteria level 1 tertera pada tabel 4.6.
Dari tabel 4.6 nilai eigen maksimum (makspada kriteria level 1 dengan
tinjauan tujuanadalah 5,395 yang artinya eigen vektor terbesar dari kriteria level
1 dengan tinjauan tujuan yaitu sebesar 5,395.
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Tabel 4.6 Eigen Vektor Maksimum Kriteria(Level 1)
1.1 Aspek
Peraturan
Perundang-
undangan
1.2 Aspek
Keengineer
ingan
1.3 Aspek
Sistem
Manajemen
1.4
Aspek
Tanggap
Darurat
1.5 Aspek
Pelatihan
dan
Konsultasi
E-
Vektor
(Xi)
1.1 Aspek
Peraturan
Perundang-
undangan
1,000 5,050 0,393 0,328 0,234
X
0,115
=
1,276
1.2 Aspek
Keengineerin
gan
0,198 1,000 0,348 0,338 0,370 0,065 0,947
1.3 Aspek
Sistem
Manajemen
2,542 2,874 1,000 0,638 0,440
0,402
0,194
0,238
1,083
1,1401.4 AspekTanggap
Darurat
3,050 2,962 1,567 1,000
1.5 Aspek
Pelatihan dan
Konsultasi
4,268 2,706 2,273 2,489 1,000 0,388 0,948
Σ 11,059 14,592 5,581 4,792 2,446 1,000 5,395
d. Indeks Konsistensi dan Rasio Konsistensi
Indeks konsistensi merupakan penyimpangan dari konsistensi.Cara
menghitung indeks konsistensi menggunakan rumus CI =
1
n-maks
n

. Dimana n
adalah jumlah ordo. Contoh perhitungan CI kriteria level 1 sebagai berikut :
CI =
1
n-maks
n

=
15
5-5,395

= 0,099
Angka penyimpangan dari konsistensi sebesar 0,099.
Random Consistency Index (RI) dapat diliat pada tabel 2.3 sesuai jumlah ordo.
Nilai RI kriteria level 1 Untuk ordo 5 adalah 1,12.
Cara menghitung rasio konsistensi menggunakan rumus CR =
RI
CI
.
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Contoh perhitungan CR kriteria level 1 sebagai berikut :
CR =
RI
CI
=
12,1
0,099
= 0,088
Nilai rasio konsistensi harus dibawah 10%. Jika hasil yang didapat lebih dari 10%,
maka data dianggap tidak konsisten. Karena nilai CR = 0,088< 0,1 maka data
dianggap konsisten.
4.2.2 Analisis Bobot Kriteria ( Level 2 )
4.2.2.1 Tinjauan Pada Aspek Peraturan Perundang-undangan
a. Matrik Awal
Matrik awal kriteria level 2 dengan tinjauan Aspek Peraturan Perundang-
undangan tertera pada tabel 4.7.
Tabel 4.7Matrik Awal Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan Aspek
PeraturanPerundang-undangan
1.1 Pemahaman
Undang-undang
1.2 Perwujudan
Undang-undang
1.1 Pemahaman Undang-undang 1,000 0,471
1.2 Perwujudan Undang-undang 2,124 1,000
Σ 3,124 1,471
b. Eigen Vektor ( Pembobotan Masing-Masing )
Eigen vektor kriteria level 2 dengan tinjauanAspek Peraturan Perundang-
undangantertera pada tabel 4.8.
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Tabel 4.8 Eigen Vektor Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan Aspek Peraturan
Perundang-undangan
1.1 Pemahaman
Undang-undang
1.2 Perwujudan
Undang-undang Wi
E-Vektor
(Xi)
1.1 Pemahaman Undang-
undang 1,000 0,471 0,686 0,320
1.2 Perwujudan Undang-
undang 2,124 1,000 1,458 0,680
Σ 3,124 1,471 2,144 1,000
Pada level 2 dengan tinjauan padaAspek Peraturan Perundang-
undangandijelaskan bahwa kriteriaperwujudan undang – undangmemiliki nilai
eigen vektor tertinggi yaitu sebesar0,680. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
kriteriaperwujudan undang – undangmemiliki bobot tertinggi di level 2
dengantinjauanAspek Peraturan Perundang-undangan, dalam menentukan nilai
kinerja penerapan aspek-aspek K3.
c. Eigen Vektor Maksimum
Dari data hasil penelitian pada tabel 4.8 selanjutnya dihitung nilai eigen
maksimum kriteria level 2 dengan tinjauan perwujudan undang – undang tertera
pada tabel 4.9.
Tabel 4.9 Eigen Vektor Maksimum Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan Aspek
Peraturan Perundang-undangan
1.1 Pemahaman
Undang-undang
1.2 Perwujudan
Undang-undang
E-Vektor
(Xi)
1.1 Pemahaman
Undang-undang 1,000 0,471
x
0,320
=
1,000
1.2 Perwujudan
Undang-undang 2,124 1,000 0,680 1,000
Σ 3,124 1,471 1,000 2,000
Dari tabel 4.9 nilai eigen maksimum (makspada kriteria level 2 dengan
tinjauanaspek peraturan perundang – undanganadalah 2.
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d. Indeks Konsistensi dan Rasio Konsistensi
Perhitungan indeks konsistensi kriteria level 2dengan tinjauan aspek
peraturan perundang – undangan sebagai berikut :
CI =
1
n-maks
n

=
12
2-2

= 0,00
Nilai RI kriteria level 2 dengan tinjauanaspek peraturan perundang –
undanganuntuk ordo 2 adalah0,00.
Perhitungan rasio konsistensi kriteria level 2 dengan tinjauanaspek
peraturan perundang – undangan sebagai berikut :
CR =
RI
CI
=
0
0
= 0
Karena nilai CR < 0,1 maka data dianggap konsisten
4.2.2.2 Tinjauan Pada Aspek Keengineeringan
a. Matrik Awal
Matrik awal kriteria level 2 dengan tinjauan aspek keengineeringan tertera
pada tabel 4.10.
Tabel 4.10 Matrik Awal Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan Aspek
Keengineringan
2.1 Teknik Pelaksanaan Kontruksi 2.2 Metode Kerja
2.1 Teknik Pelaksanaan Kontruksi 1,000 0,650
2.2 Metode Kerja 1,539 1,000
Σ 2,539 1,650
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b. Eigen Vektor ( Pembobotan Masing-Masing )
Eigen vektor kriteria level 2 dengan tinjauan aspek keengineeringan tertera
pada tabel 4.11
Tabel 4.11 Eigen Vektor Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan Aspek
Keengineeringan
2.1 Teknik Pelaksanaan
Kontruksi 2.2 Metode Kerja Wi
E-Vektor
(Xi)
2.1 Teknik Pelaksanaan
Kontruksi 1,000 0,650 0,806 0,394
2.2 Metode Kerja 1,539 1,000 1,241 0,606
Σ 2,539 1,650 2,047 1,000
Pada level 2 dengan tinjauan pada aspek keengineeringan dijelaskan
bahwa kriteria metode kerja memiliki nilai eigenvektor tertinggi yaitu sebesar
0,606.Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria metode kerja memiliki bobot
tertinggi di level 2 dengan tinjauan aspek keengineringan, dalam menentukan nilai
kinerja penerapan aspek – aspek K3.
c. Eigen Vektor Maksimum
Dari data hasil penelitian pada tabel 4.11 selanjutnya dihitung nilai eigen
maksimum kriteria level 2 dengan tinjauan aspek keengineeringan tertera pada
tabel 4.12.
Tabel 4.12 Eigen Vektor Maksimum Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan
Aspek Keengineeringan
2.1 Teknik Pelaksanaan
Kontruksi 2.2 Metode Kerja
E-Vektor
(Xi)
2.1 Teknik
Pelaksanaan
Kontruksi
1,000 0,650
x
0,394
=
1,000
2.2 Metode
Kerja 1,539 1,000 0,606 1,000
Σ 2,539 1,650 1,000 2,000
Dari tabel 4.12 nilaieigen maksimum (makspada kriteria level 2 dengan
tinjauan aspekKeengineeringanadalah 2.
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d. Indeks Konsistensi dan Rasio Konsistensi
Perhitungan indeks konsistensi kriteria level 2 dengan tinjauan aspek
keengineeringan sebagai berikut :
CI =
1
n-maks
n

=
12
2-2

= 0
Nilai RI kriteria level 2 dengan tinjauanaspek keengineeringan untuk ordo 2
adalah 0.
Perhitungan rasio konsistensi kriteria level 2 dengan tinjauan
aspekkeengineeringan sebagai berikut :
CR =
RI
CI
=
0
0
= 0
Karena nilai CR < 0,1 maka data dianggap konsisten.
4.2.2.3 Tinjauan Pada Aspek Sistem Manajemen
a. Matrik Awal
Matrik awal kriteria level 2 dengan tinjauan aspeksistem manajemen
tertera pada tabel 4.13.
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Tabel 4.13 Matrik Awal Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan Aspek Sistem
Manajemen
3.1 Pengelolaan Sistem
K3
3.2 Proses Pelaksanaan
K3
3.3 Upaya Pencegahan
Kecelakaan
3.1 Pengelolaan Sistem K3 1,000 0,539 0,581
3.2 Proses Pelaksanaan K3 1,855 1,000 0,520
3.3 Upaya Pencegahan Kecelakaan 1,722 1,922 1,000
Σ 4,577 3,461 2,101
b. Eigen Vektor ( Pembobotan Masing-Masing )
Eigen vektor kriteria level 2 dengan tinjauan aspeksistem manajemen
tertera pada tabel 4.14.
Tabel 4.14 Eigen Vektor Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan Aspek Sistem
Manajemen
3.1 Pengelolaan
Sistem K3
3.2 Proses
Pelaksanaan K3
3.3 Upaya
Pencegahan
Kecelakaan
Wi E-Vektor(Xi)
3.1 Pengelolaan Sistem K3 1,000 0,539 0,581 0,679 0,215
3.2 Proses Pelaksanaan K3 1,855 1,000 0,520 0,988 0,313
3.3 Upaya Pencegahan
Kecelakaan
1,722 1,922 1,000 1,490 0,472
Σ 4,577 3,461 2,101 3,158 1,000
Pada level 2 dengan tinjauan padaaspek sistem manajemen dijelaskan
bahwa kriteriaupaya pencegahan kecelakaan memiliki nilai eigenvektor tertinggi
yaitu sebesar 0,472. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria upaya
pencegahan kecelakaan memiliki bobot tertinggi di level 2 dengan tinjauan aspek
sistem manajemen, dalam menentukan nilai kinerjapenerapan aspek – aspek K3.
c. Eigen Vektor Maksimum
Dari data hasil perhitungan pada tabel 4.14 selanjutnya dihitung nilai eigen
maksimum kriteria level 2 dengan tinjauan aspek sistem manajemen tertera pada
tabel 4.15.
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Tabel 4.15 Eigen Vektor Maksimum Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan
AspekSistem Manajemen
3.1 Pengelolaan
Sistem K3
3.2 Proses
Pelaksanaan K3
3.3 Upaya
Pencegahan
Kecelakaan
E-Vektor
(Xi)
3.1 Pengelolaan
Sistem K3
1,000 0,539 0,581
x
0,215
=
0,984
3.2 Proses
Pelaksanaan K3
1,855 1,000 0,520 0,313 1,083
3.3 Upaya
Pencegahan
Kecelakaan
1,722 1,922 1,000 0,472 0,992
Σ 4,577 3,461 2,101 1,000 3,059
Dari tabel 4.15 nilai eigen maksimum (makspada kriteria level 2
dengan tinjauan aspek sistem manajemenadalah3,059.
d. Indeks Konsistensi dan Rasio Konsistensi
Perhitungan indeks konsistensi kriteria level 2 dengan tinjauan aspek
sistem manajemen sebagai berikut:
CI =
1
n-maks
n

=
13
3-3,059

= 0,030
Nilai RI kriteria level 2 dengan tinjauan aspek biaya perencanaan untuk ordo 3
adalah 0,58.
Perhitungan rasio konsistensi kriteria level 2 dengan tinjauan aspek sistem
manajemen sebagai berikut :
CR =
RI
CI
=
58,0
0,030
= 0,051
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Karena nilai CR < 0,1 maka data dianggap konsisten.
4.2.2.4. Tinjauan Pada Aspek Tanggap Darurat
a. Matrik Awal
Matrik awal kriteria level 2 dengan tinjauan Aspek tanggap Darurat tertera
pada tabel 4.16.
Tabel 4.16 Matrik Awal Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan Aspek Tanggap
Darurat
4.1 Penguasaan Sistem
Tanggap darurat
4.2 Teknik Melakukan
Tindakan
4.3 Tanggungjawab
Terhadap K3
4.1 Penguasaan Sistem Tanggap darurat 1,000 0,551 0,664
4.2 Teknik Melakukan Tindakan 1,815 1,000 0,991
4.3 Tanggungjawab Terhadap K3 1,505 1,009 1,000
Σ 4,320 2,561 2,655
b. Eigen Vektor ( Pembobotan Masing-Masing )
Eigen vektor kriteria level 2 dengan tinjauan aspek tanggap darurat tertera
pada tabel 4.17.
Tabel 4.17 Eigen Vektor Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan Aspek Tanggap
Darurat
4.1 Penguasaan
Sistem Tanggap
darurat
4.2 Teknik
Melakukan
Tindakan
4.3Tanggungjawab
Terhadap K3 Wi
E-Vektor
(Xi)
4.1 Penguasaan Sistem
Tanggap darurat
1,000 0,551 0,664 0,715 0,232
4.2 Teknik Melakukan
Tindakan
1,815 1,000 0,991 1,216 0,395
4.3 Tanggungjawab
Terhadap K3
1,505 1,009 1,000 1,150 0,373
Σ 4,320 2,561 2,655 3,081 1,000
Pada level 2 dengan tinjauan padaaspek tanggap darurat dijelaskan bahwa
kriteriateknik melakukan tindakan memiliki nilai eigenvektor tertinggi
yaitusebesar 0,395. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria teknik melakukan
tindakan memiliki bobot tertinggi di level 2 dengan tinjauan aspek tanggap
darurat, dalam menentukan nilai kinerja penerapan aspek – aspek K3.
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c. Eigen Vektor Maksimum
Dari data hasil perhitungan pada tabel 4.17 selanjutnya dihitung nilai eigen
maksimum kriteria level 2 dengan tinjauanaspek tanggap darurattertera pada tabel
4.18.
Tabel 4.18 Eigen Vektor Maksimum Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan
AspekTanggap Darurat
4.1 Penguasaan
Sistem Tanggap
darurat
4.2 Teknik
Melakukan
Tindakan
4.3 Tanggungjawab
Terhadap K3
E-Vektor
(Xi)
4.1 Penguasaan
Sistem Tanggap
darurat
1,000 0,551 0,664
x
0,232
=
1,003
4.2 Teknik
Melakukan
Tindakan
1,815 1,000 0,991 0,395 1,011
4.3 Tanggungjawab
Terhadap K3
1,505 1,009 1,000 0,373 0,991
Σ 4,320 2,561 2,655 1,000 3,004
Dari tabel 4.9 nilai eigen maksimum (makspada kriteria level 2 dengan
tinjauanaspek tanggap darurat adalah 3,004.
d. Indeks Konsistensi dan Rasio Konsistensi
Perhitungan indeks konsistensi kriteria level 2 dengantinjauanaspek
tanggap darurat sebagai berikut :
CI =
1
n-maks
n

=
13
3-3,004

= 0,002
Nilai RI kriteria level 2 dengan tinjauan tinjauan aspek tanggap darurat untuk ordo
3 adalah 0,58.
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Perhitungan rasio konsistensi kriteria level 2 dengan tinjauantinjauanaspek
tanggap darurat sebagai berikut:
CR =
RI
CI
=
58,0
0,002
= 0,004
Karena nilai CR < 0,1 maka data dianggap konsisten.
4.2.2.5 Tinjauan Pada Aspek Pelatihan dan Konsultasi
a. Matrik Awal
Matrik awal kriteria level 2 dengan tinjauan Aspek Pelatihan dan
Konsultasi tertera pada tabel 4.19.
Tabel 4.19 Matrik Awal Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan Aspek Pelatihan
dan Konsultasi
5.1 Informasi K3
5.2 Simulasi
Pelaksanaan K3
5.3 Evaluasi Penerapan
K3
5.1 Informasi K3 1,000 0,570 0,760
5.2 Simulasi Pelaksanaan K3 1,753 1,000 0,536
5.3 Evaluasi Penerapan K3 1,315 1,867 1,000
Σ 4,069 3,438 2,296
b. Eigen Vektor ( Pembobotan Masing-Masing )
Eigen vektor kriteria level 2 dengan tinjauan aspek pelatihan dan
konsultasi tertera pada tabel 4.20.
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Tabel 4.20 Eigen Vektor Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan Aspek Pelatihan
dan Konsultasi
5.1 Informasi K3 5.2 SimulasiPelaksanaan K3
5.3 Evaluasi
Penerapan K3 Wi
E-Vektor
(Xi)
5.1 Informasi K3 1,000 0,570 0,760 0,757 0,245
5.2 Simulasi Pelaksanaan K3 1,753 1,000 0,536 0,979 0,317
5.3 Evaluasi Penerapan K3 1,315 1,867 1,000 1,349 0,437
Σ 4,069 3,438 2,296 3,085 1,000
Pada level 2 dengan tinjauan pada aspek pelatihan dan
konsultasidijelaskan bahwa kriteria evaluasi penerapan K3 memiliki nilai
eigenvektor tertinggi yaitu sebesar 0,437. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
kriteria evaluasi penerapan K3 memiliki bobot tertinggi di level 2 dengan tinjauan
aspek pelatihan dan konsultasi, dalam menentukan nilai kinerja penerapan aspek –
aspek K3.
c. Eigen Vektor Maksimum
Dari data hasil perhitungan pada tabel 4.20 selanjutnya dihitung nilai eigen
maksimum kriteria level 2 dengan tinjauan aspek pelatihan dan konsultasi tertera
pada tabel 4.21.
Tabel 4.21 Eigen Maksimum Kriteria (Level 2) dengan Tinjauan Aspek
Pelatihan dan Konsultasi
5.1 Informasi K3 5.2 SimulasiPelaksanaan K3
5.3 Evaluasi
Penerapan K3
E-Vektor
(Xi)
5.1 Informasi K3 1,000 0,570 0,760
x
0,245
=
0,998
5.2 Simulasi
Pelaksanaan K3
1,753 1,000 0,536 0,317 1,091
5.3 Evaluasi
Penerapan K3
1,315 1,867 1,000 0,437 1,004
Σ 4,069 3,438 2,296 1,000 3,093
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Dari tabel 4.21 nilai eigen maksimum (makspada kriteria level 2 dengan
tinjauan aspek pelatihan dan konsultasi adalah 3,093.
d. Indeks Konsistensi dan Rasio Konsistensi
Perhitungan indeks konsistensi kriteria level 2 dengan tinjauan aspek
pelatihan dan konsultasi sebagai berikut :
CI =
1
n-maks
n

=
13
3-3,093

= 0,047
Nilai RI kriteria level 2 dengan tinjauan tinjauan aspek pelatihan dan konsultasi
untuk ordo 3 adalah 0,58.
Perhitungan rasio konsistensi kriteria level 2 dengan tinjauan tinjauan
aspek pelatihan dan konsulatsi sebagai berikut:
CR =
RI
CI
=
58,0
0,047
= 0,080
Karena nilai CR < 0,1 maka data dianggap konsisten.
4.3. Bobot Penilaian Kinerja Penerapan Aspek – Aspek K3
Bobot lokal adalah bobot masing-masing kriteria dari tiap-tiap level.
Bobot lokal diperoleh dari nilai eigen vektor. Sedangkan bobot global adalah hasil
perkalian dari bobot lokal suatu level dengan bobot global dari level sebelumnya.
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Contoh perhitungan bobot global kriteria level 2 dengan tinjauan
pemahaman undang – undang sebagai berikut :
Bobot Global (1.1.1) = Bobot lokal (1.1.1) x Bobot Global (1.1)
= 0,115 x 0,320
= 0,037
Bobot penilaian pemahaman undang – undang tertera tabel4.22.
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Tabel 4.22 Bobot Penilaian Kinerja Penerapan Aspek-aspek K3 pada Proyek Konstruksi di Kota Malang
TUJUAN
KRITERIA LEVEL 1 KRITERIA LEVEL 2
Kode criteria Bobot Global Kode criteria Bobot LokalTerhadap (c) Bobot Global
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(c)x(e)
1. Rangking Kinerja Penerapan K3 Pada Proyek
Konstruksi di Kota Malang
1.1.Aspek Peraturan
Perundang-undangan 0,115
1.1.1.Pemahaman Undang –
undang 0,320 0,037
1.1.2.Perwujudan Undang –
undang 0,680 0,078
1.2.Aspek
Keengineeringan 0,065
1.2.1.Teknik Pelaksanaan
Konstruksi 0,394 0,026
1.2.2. Metode Kerja 0,606 0,039
1.3.Aspek Sistem
Manajemen 0,194
1.3.1.Mengelola Sistem K3 0,215 0,042
1.3.2.Proses Pelaksanaan K3 0,313 0,061
1.3.3 Upaya pencegahan K3 0,472 0,092
1.4 Aspek Tanggap
Darurat 0,238
1.4.1 Penguasaan Sistem
Tanggap Darurat 0,232 0,055
1.4.2 Teknik Melakukan
Tindakan 0,395 0,094
1.4.3 Tanggung Jawab
Terhadap K3 0,373 0,089
1.5 Aspek Pelatihan dan
Konsultasi 0,388
1.5.1 Informasi K3 0,245 0,095
1.5.2 Simulasi Pelaksanaan K3 0,317 0,123
1.5.3 Evaluasi Penerapan K3 0,437 0,170
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Pada aspek(level 1),aspek pelatihan dan konsultasi memiliki bobot
tertinggi sebesar 0,388 (kode kriteria 1.5), kemudian disusul berturut-turut aspek
tanggap darurat (kode kriteria 1.4) sebesar 0,238, aspek sistem manajemen (kode
kriteria 1.3) sebesar 0,194, aspek peraturan perundang – undangan (kode kriteria
1.1) sebesar 0,115, dan aspek keengineeringan (kode kriteria 1.2) sebesar 0,065.
Pada kriteria (level 2), perwujudan undang – undang (kode kriteria 1.1.2)
memiliki bobot tertinggi sebesar 0,680, kemudian disusul berturut-turut metode
kerja (kode kriteria 1.2.2) sebesar 0,606, upaya pencegahan kecelakaan (kode
kriteria 1.3.3) sebesar 0,472, evaluasi penerapan K3 (kode kriteria 1.5.3) sebesar
0,437, teknik melakukan tindakan (kode kriteria 1.4.2) sebesar 0,395, teknik
pelaksanaan konstruksi (kode kriteria 1.2.1) sebesar 0,394, tanggungjawab
terhadap K3 (kode kriteria 1.4.3) sebesar 0,373, pemahaman undang – undang
(kode kriteria 1.1.1) sebesar 0,320, simulasi pelaksanaan K3 (kode kriteria 1.5.2)
sebesar 0,317, proses pelaksanaan K3 (kode kriteria 1.3.2) sebesar 0,313,
informasi K3 (kode kriteria 1.5.1) sebesar 0,245, penguasaan sistem tanggap
darurat (kode kriteria 1.4.1) sebesar 0,232, dan mengelola sistem K3 (kode
kriteria 1.3.1) sebesar 0,215.
.
4.4 Penilaian Rangking Kinerja Penerapan Aspek – aspek K3 pada
Proyek Konstruksi di Kota Malang
Skala skor diperoleh dari hasil kuisioner (tahap 2), yaitu skor proyek yang
belum dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Kode A dan B
mendefinisikan kode proyek.
Cara perhitungan nilai proyek adalah dengan mengalikan bobot global
akhir dengan skor proyek.
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Contoh perhitungan nilai Proyek A dengan tinjauanPemahaman undang – undang
sebagai berikut :
Nilai = bobot global akhir x skala skor
= 0,320 x 2
= 0,640
Penilaian rangking kinerja penerapan aspek – aspek K3 pada proyek
konstruksi di Kota Malang tertera pada tabel 4.23.
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Tabel 4.23 Penilaian Rangking Kinerja Penerapan Aspek – aspek K3 pada
Proyek Konstruksi di Kota Malang
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Dari data hasil perhitungan pada tabel 4.23, di dapat rangking proyek
secara umum ditinjau dari rangking proyek pada aspek (level 1), yang dianggap
sebagai hasil penilaian dari seluruh kriteria, diperoleh rangking kinerja penerapan
aspek – aspek K3 pada proyek konstruksi . Proyek B menempati peringkat ke-1
dengan total nilai 9,323. Proyek A menempati peringkat ke-2 dengan total nilai
8,194.
Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa proyek B merupakan proyek
yang telah memenuhi standar kriteria penerapan aspek –aspek peraturan K3
dengan baik di bandingkan dengan proyek A, yang terdapat di dalam Undang –
Undang Republik Indonesianomor1tahun1970tentangkeselamatan kerja dan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1/Men/1980 tentang K3 Kontruksi Bangunan.
Di lihat dari rangking yang di capai yaitu dengan total nilai 9,323.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil perhitungan analisa data dan pembahasan terhadap
analisis aspek penilaian dan kinerja penerapan keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) pada proyek – proyek konstruksi di Kota Malang, didapatkan hasil sebagai
berikut :
1. Pembobotan pada kriteria aspek (level 1), aspek pelatihan dan konsultasi (kode
kriteria 1.5) memiliki bobot tertinggi sebesar 0,388.
Pada kriteria (level 2), perwujudan undang – undang (kode kriteria 1.1.2)
memiliki bobot tertinggi sebesar 0,680.
2. Penilaian rangking penerapan aspek – aspek K3 pada kriteria level 2,kinerja
penerapan aspek – aspek K3 pada Proyek B memperoleh nilai 15,949
(peringkat ke-1) dan diikuti Proyek A dengan nilai 14,736 (peringkat ke-2)
Penilaian rangking penerapan aspek – aspek K3 pada kriteria level 1, kinerja
penerapan aspek – aspek K3 pada Proyek B memperoleh nilai 9,323 (peringkat
ke-1) dan Proyek A memperoleh nilai 8,194 (peringkat ke-2)
3. Dari keseluruhan kriteria penilaian kinerja penerapan aspek – aspek K3 pada
proyek konstruksi di Kota Malang, kinerja penerapan aspek K3 pada Proyek B
menempati peringkat ke-1, dengan perolehan nilai 9,323. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa Proyek B merupakan proyek yang telah melaksanakan
kewajiban pelaksanaan aspek – aspek K3 dengan baik.
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5.2 Saran
Setelah melakukan analisa data dan pembahasan pada penelitian terhadap
sistem penilaian kinerja penerapan aspek – aspek Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) dalam menilai proyek – proyek konstruksi di Kota Malang, maka
saran yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut :
1. Mengingat bahwa bobot dari masing – masing kriteria penilaian proyek
konstruksi tidak sama, maka Pemerintah Kota Malang melalui dinas terkait
hendaknya menyempurnakan sistem penilaian kinerja penerapan aspek – aspek
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan sistem pembobotan yang sesuai
dengan tingkat kepentingan masing-masing kriteria penilaian.
2. Hasil evaluasi kinerjapenerapan aspek – aspek keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) berdasarkan bobot kepentingan kriteria penilaian hendaknya
disampaikan kepada pemilik, pelaksana, pengawas dan petugas yang
bersangkutan atau yang berwenang menangani permasalahan K3 agar dapat
lebih meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama pada kriteria yang masih
mendapatkan nilai rendah.
3. Pada penelitian selanjutnya hendaknya peneliti melakukan penelitian
padaseluruh proyek konstruksi di Kota Malang pada satu tahun anggaran
meliputi Proyek Swasta dan Proyek Pemerintah agar dapat diketahui kinerja
penerapan aspek – aspek K3 seluruh proyek konstruksi swasta dan proyek
konstruksi pemerintah di Kota Malang.
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Tabel 4.1 Rekapitulasi Perbandingan Berpasangan Aspek (Level 1)
Kode Responden
Usia
(Thn)
Pengalaman
(Thn)
Pendidikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Koresponden A 46-55 > 10 S1 5 1/5 1/5 1/5 1/7 1/6 1/7 3 1 1/3 10,386
2 Koresponden B 36-45 > 10 S1 8 1/7 1/7 1/7 1/5 1/5 1/5 1 1 1 12,029
3 Koresponden C 25-35 8 - 10 S1 5 1/3 1 1/5 1/5 1 1/7 1/3 1/7 1/8 8,477
4 Koresponden D 25-35 5 - 7 S1 7 1/7 1/7 1/5 1/7 1/7 1/3 1 1/8 1/4 9,480
5 Koresponden E 36-45 > 10 S1 6 1 1/3 1/7 1 1/6 1/5 1/5 1/3 1/5 9,576
6 Koresponden F 46-55 > 10 S1 7 1/7 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1 1/7 1 10,686
7 Koresponden G 46-55 > 10 S1 5 1/7 1/5 1/5 1/3 1 1/3 1/5 1/7 1/5 7,752
8 Koresponden H 25-35 5 - 7 S1 5 1 1/5 1/7 1/5 1/7 1/3 1/7 1 1/7 8,305
9 Koresponden I 25-35 5 - 7 S1 6 1 1/3 1/7 1 1/3 1/5 1 1/7 1/5 10,352
10 Koresponden J 25-35 8 - 10 S1 3 1/5 1/3 1/5 1/7 1/5 1/5 1/5 1/7 1 5,619
11 Koresponden K 36-45 > 10 S1 5 1/3 1/7 1/7 1 1/5 1/7 1/3 1 1/6 8,462
12 Koresponden L 25-35 5 - 7 S1 5 1 1/7 1/3 1/5 1/5 1 1/7 1/3 1/5 8,552
13 Koresponden M 25-35 5 - 7 S1 7 1/5 1 1/5 1/7 1/5 1/7 1 1 1/7 11,029
14 Koresponden N 25-35 5 - 7 S1 3 1/7 1/5 1/7 1/7 1/5 1 1 1/4 1/3 6,412
15 Koresponden O 46-55 > 10 S1 1 1 1/7 1/5 1/7 1/3 1 1/5 1/5 1/5 4,419
16 Koresponden P 25-35 8 - 10 S1 5 1/7 1/6 1 1/8 1 1/3 1/5 1/7 1/5 8,311
17 Koresponden Q 25-35 5 - 7 S1 5 1/7 1/5 1/7 1/6 1/3 1/5 1/3 1/6 1 7,686
18 Koresponden R 25-35 5 - 7 S1 7 1/5 1/5 1/3 1/7 1/5 1/7 1 1/3 1/7 9,695
19 Koresponden S 25-35 5 - 7 S1 3 1/5 1/7 1/7 1/3 1/5 1 1/7 1 1/5 6,362
20 Koresponden T 25-35 5- 7 S1 3 1/5 1 1/7 1 1/5 1/7 1/3 1/5 1 7,219
Σ 101,000 7,867 6,557 4,686 6,958 6,752 7,390 12,762 8,799 8,037 170,808
rata-rata 5,050 0,393 0,328 0,234 0,348 0,338 0,370 0,638 0,440 0,402 8,540
NO
TOTAL
NILAI
IDENTITAS RESPONDEN NILAI
Keterangan :
1. Aspek Peraturan Perundang – Undangan terhadap Aspek Keengineeringan
2. Aspek Peraturan Perundang – Undangan terhadap Aspek Sistem Manajemen
3. Aspek Peraturan Perundang – Undangan terhadap Aspek Tanggap Darurat
4. Aspek Peraturan Perundang – Undangan terhadap Aspek Pelatihan dan Konsultasi
5. Aspek Keengineeringan tarhadap Aspek Sistem Manajemen
6. Aspek Keengineeringan tarhadap Aspek Tanggap Darurat
7. Aspek Keengineeringan tarhadap Aspek Pelatihan dan Konsultasi
8. Aspek Sistem Manajemen terhadap Aspek Tanggap Darurat
9. Aspek Sistem Manajemen terhadap Aspek Pelatihan dan Konsultasi
10. Aspek Tanggap Darurat terhadap Aspek Pelatihan dan Konsultasi
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Tabel 4.23 Penilaian Rangking Kinerja Penerapan Aspek – aspek K3 pada Proyek Konstruksi di Kota Malang
Kriteria Bobot Kriteria Bobot
Level Global Level Global
2 Level 2 A B A B 1 Level 1 A B A B
1.1. Pemahaman Undang-undang 0,320 2 3 0,640 0,960
1.2. Perwujudan Undang-undang 0,680 3 3 2,040 2,040
2.1. Teknik Pelaksanaan Konstruksi 0,394 3 3 1,182 1,182
2.2. Metode Kerja 0,606 3 3 1,818 1,818
3.1. Mengelola Sistem K3 0,215 3 2 0,645 0,430
3.2. Proses Pelaksanaan K3 0,313 3 4 0,939 1,252
3.3. Upaya Pencegahan Kecelakaan 0,472 3 3 1,416 1,416
4.1. Penguasaan Sistem tanggap Darurat 0,232 3 4 0,697 0,929
4.2. Teknik Melakukan Tindakan 0,395 3 3 1,184 1,184
4.3. Tanggungjawab Terhadap K3 0,373 4 4 1,493 1,493
5.1. Informasi K3 0,245 3 4 0,736 0,981
5.2. Simulasi Pelaksanan K3 0,317 2 3 0,635 0,952
5.3. Evaluasi Penerapan K3 0,437 3 3 1,312 1,312
14,736 15,949 8,194 9,323Jumlah Jumlah
Rangking Rangking
5. Aspek Pelatihan dan Konsultasi 0,388 8,000 10,000 3,102 3,877
4. Aspek Tanggap Darurat 0,238 10,000 11,000 2,380 2,617
3. Aspek Sistem Manajemen 0,194 9,000 9,000 1,746 1,746
2. Aspek keengineeringan 0,065 6,000 6,000 0,389 0,389
1. Aspek peraturan Perundang undangan 0,115 5,000 6,000 0,577 0,692
Rangking Penerapan K3 Pada Proyek Konstruksi di Kota Malang
Skor Level 2 Nilai Kriteria Level 2 Skor Level 1 Nilai Kriteria Level 1
Proyek Proyek Proyek Proyek
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Tabel 4.2 Rekapitulasi Perbandingan Berpasangan Kriteria Level 2
Kode Responden
Usia
(Thn)
Pengalaman
(Thn)
Pendidikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Koresponden A 46-55 > 10 S1 1/7 7 3 1 1/3 1 1 1 1/7 1/7 1 15,762
2 Koresponden B 36-45 > 10 S1 1/7 1/3 1/5 1/7 1/5 1/7 1/3 5 5 1 1/5 12,695
3 Koresponden C 25-35 8 - 10 S1 1/5 1 1/3 1/3 1/5 3 1/5 1/7 1/7 5 1/5 10,752
4 Koresponden D 25-35 5 - 7 S1 1 1/7 1/3 1 1/3 1/5 1/3 1 1/3 1/6 3 7,843
5 Koresponden E 36-45 > 10 S1 1/5 1/3 1 5 1/7 1/3 1/5 1 1/6 1/5 1/5 8,776
6 Koresponden F 46-55 > 10 S1 1/7 1/5 1/5 1/3 3 1 3 1/5 1/7 1 1/5 9,419
7 Koresponden G 46-55 > 10 S1 1/5 1/6 1 1/6 1/5 1 1/7 3 1/3 3 1/8 9,335
8 Koresponden H 25-35 5 - 7 S1 1/3 1/5 1/7 1/3 1/6 1/3 1/7 1/5 1 1/3 1 4,186
9 Koresponden I 25-35 5 - 7 S1 1 1/3 1/7 1/7 1 1/5 1/3 3 1/5 1 1/7 7,495
10 Koresponden J 25-35 8 - 10 S1 1/5 1/3 1/5 1/7 1 1/5 1/5 1/6 1/3 1/5 1 3,976
11 Koresponden K 36-45 > 10 S1 1/3 1/5 1 1/7 1/7 1 1/8 1/7 1/7 1/5 1/5 3,630
12 Koresponden L 25-35 5 - 7 S1 1/7 1/5 1/5 1/3 1/5 1/4 1/5 1/3 1/5 1/7 1/5 2,402
13 Koresponden M 25-35 5 - 7 S1 3 1/5 1/7 1/5 1/3 1/5 1/5 1/3 1 1 1/5 6,810
14 Koresponden N 25-35 5 - 7 S1 1 1/7 1/5 1/3 1 1/7 1/7 1/5 1/3 1/7 1/3 3,971
15 Koresponden O 46-55 > 10 S1 1/3 1/3 1/5 1/6 1/5 1 5 1/3 1/4 1/3 1/5 8,350
16 Koresponden P 25-35 8 - 10 S1 1/6 1/5 1/7 1 1/7 1/3 1/6 3 1/5 1/7 1/5 5,695
17 Koresponden Q 25-35 5 - 7 S1 1/5 1/5 1 1/3 1/7 1/7 1/5 1/6 1 1/3 1/7 3,862
18 Koresponden R 25-35 5 - 7 S1 1/7 1/3 1/5 1/6 1 1/7 1/5 1/5 1/5 1/3 1 3,919
19 Koresponden S 25-35 5 - 7 S1 1/5 1 1/7 1/7 1/3 1/5 1/6 1/7 1/7 1/5 1/6 2,838
20 Koresponden T 25-35 5- 7 S1 1/3 1/7 1 1/5 1/3 1/5 1 1/4 1/7 1/3 1 4,936
Σ 9,414 12,995 10,781 11,614 10,405 11,021 13,287 19,812 11,407 15,205 10,711 136,652
rata-rata 0,471 0,650 0,539 0,581 0,520 0,551 0,664 0,991 0,570 0,760 0,536 6,833
IDENTITAS RESPONDEN
NO
TOTAL
NILAI
NILAI
Keterangan :
1. Pemahaman Perundang-undangan terhadap Perwujudan undang-undang
2. Teknik Pelaksaan Konstruksi terhadap Metode Kerja
3. Mengelola Sistem K3 terhadap Proses Pelaksanaan K3
4. Mengelola Sistem K3 terhadap Upaya Pencegahan Kecelakaan
5. Proses Pelaksanaan K3 terhadap Upaya Pencegahan Kecelakaan
6. Penguasaan Sistem Tanggap Darurat terhadap Teknik Melakukan Tindakan
7. Penguasaan Sistem Tanggap Darurat terhadap Tanggungjawab Terhadap K3
8. Teknik Melakukan Tindakan terhadap Tanggungjawab Terhadap K3
9. Informasi K3 terhadap Simulasi Pelaksanaan K3
10. Informasi K3 terhadap Evaluasi Penerapan K3
11. Simulasi Pelaksanaan K3 terhadap Evaluasi Penerapan K3
1“Analisis Aspek Penilaian dan Kinerja Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
pada Proyek-proyek Konstruksi di Kota Malang”
PENDAHULUAN
Tahap pelaksanaan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh pelaksana
kegiatan suatu proyek konstruksi sangat berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan proyek
konstruksi dan keberhasilan proyek tersebut, sebagai bahan evaluasi secara kualitatif diperlukan
sistem penilaian kinerja pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diharapkan
mampu menjadi rujukan yang rinci dan terukur khususnya dalam menangani keberhasilan kegiatan
proyek – proyek konstruksi di Kota Malang
TUJUAN SURVEY
Tujuan utama dari survei ini adalah sebagai berikut :
1. Menganalisa bobot kriteria penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja ( K3) sebagai tolak ukur keberhasilan proyek-proyek konstruksi di Kota
Malang.
2. Menganalisa rangking tingkat penerapan aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3)
yang paling dominan dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan proyek-proyek
konstruksi di Kota Malang.
2KERAHASIAAN INFORMASI
Sehubungan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak/ Ibu dapat meluangkan waktu
sejenak untuk mengisi kuesioner ini. Seluruh informasi yang anda berikan dalam kuesioner ini
akan dirahasiakan dan hanya akan dipakai untuk keperluan akademis sesuai dengan peraturan pada
Program Studi Teknik Sipil S-1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional
Malang.
Kuesioner ini terdiri dari 2 (dua) bagian :
1. Identitas Responden
2. Survey Penilaian
Apabila Bapak/Ibu memiliki pertanyaan mengenai survey ini, dapat menghubungi:
1. Ismaya Indra Jayusti pada HP: 085331055533 atau e-mail: diva.maiia@yahoo.com
2. Dosen :  Ir. H. Edi Hargono D. P., MS. pada HP : 08123317443
 Lila Ayu Ratna Winanda, ST., MT. pada HP : 081333045755
Atas kesediaan Bapak/ Ibu dalam memberikan informasi yang sangat berguna bagi
penyusunan skripsi ini, kami ucapkan terima kasih.
Hormat Saya,
Peneliti
Ismaya Indra Jayusti
NIM : 09.21.019
3I. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama Lengkap : .................................................................
2. Nama Instansi / Perusahaan : .................................................................
3. Nama Proyek : .................................................................
4. Jabatan : .................................................................
5. Alamat Rumah : .................................................................
6. Telepon / HP : .................................................................
7. Usia * :
a. 25-35 tahun
b. 36-45 tahun
c. 46-55 tahun
d. > 55tahun
8. Pengalaman Kerja di Bidang Konstruksi* :
a. 5-7 tahun
b. 8-10 tahun
c. > 10 tahun
9. Pendidikan Terakhir* :
a. S1
b. S2
c. S3
10. Proyek yang pernah ditangani
Nama Proyek Jabatan Lama
Proyek
Lokasi Proyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Keterangan :
*Silang/ lingkari pada jawaban yang dipilih.
.................., .................….. 2014
(………………............………)
4II. SURVEY PENILAIAN
PENJELASAN PENGISIAN KUESIONER
Dalam kuisioner ini Bapak/ Ibu diminta memberikan penilaian terhadap beberapa aspek-
aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) dalam menangani proyek-proyek konstruksi di Kota
Malang berdasarkan skala prioritas/ tingkat kepentingannya menurut Bapak/ Ibu. Kebenaran
kesimpulan dari penelitian ini sangat tergantung kepada kejujuran Bapak/ Ibu dalam memberikan
jawaban, untuk itu kami mohon agar Bapak/ Ibu memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Atas
segala bantuannya kami sampaikan terima kasih.
Aspek yang diusulkan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan dalam pemilihan
parameter penilaian kinerja konsultan perencana dibagi menjadi 5 (lima) aspek, yaitu sebagai
berikut :
1. Aspek peraturan perundang-undangan
Meliputi pemahaman perundang-undangan dan perwujudan undang-undang.
2. Aspek ke-engineeringan
Meliputi teknik pelaksanaan konstruksi dan metode kerja.
3. Aspek Sistem Manajemen
Meliputi pengelolaan sistem K3, proses pelaksanaan K3 dan upaya pencegahan kecelakaan.
4. Aspek Tanggap Darurat
Meliputi penguasaan sistem tanggap darurat, teknik melakukan tindakan dan tanggung
jawab terhadap K3.
5. Aspek Pelatihan dan Konsultasi
Meliputi informasi K3, simulasi pelaksanaan K3 dan evaluasi penerapan K3..
5PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
Berilah tanda centang/ checklist (√) pada kolom skala Parameter (A) atau pada kolom skala
Parameter (B) yang sesuai dengan pendapat anda :
Defenisi Kode:
1: kedua kriteria sama penting (equal importance)
3: kriteria (A) sedikit lebih penting (moderate importance) dibanding dengan (B)
5: kriteria (A) lebih penting (strong importance) dibanding dengan (B)
7: kriteria (A) sangat lebih penting (very strong importance) dibanding dengan (B)
9: kriteria (A) mutlak lebih penting (extreme importance) dibanding dengan (B)
Apabila anda ragu-ragu antara dua skala maka silakan ambil nilai tengahnya, misalkan anda ragu-
ragu antara skala 3 dan skala 5 maka pilih skala 4 dan seterusnya.
Contoh :
Dalam menentukan kinerja konsultan perencana dalam menangani proyek perencanaan bangunan
irigasi di Propinsi Sulawesi Selatan, seberapa pentingkah:
No Parameter (A) Skala Skala Parameter(B)9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Aspek
Peraturan
Perundang-
undangan
√
Aspek Ke-
engineeringan
Jika anda memberi tanda (√) pada skala 7 di kolom A, maka artinya adalah Parameter A dalam contoh
ini Aspek Peraturan Perundang-undangan sangat lebih penting dibanding dengan Parameter B
dalam contoh ini Aspek Ke-engineeringan. Akan tetapi jika anda merasa Parameter B sangat lebih
penting dibanding dengan kriteria A maka pengisian kolomnya adalah sebagi berikut:
No Kriteria (A) Skala Skala Kriteria (B)9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Aspek
Peraturan
Perundang-
undangan
√
Aspek Ke-
engineeringan
6FORM PENGISIAN KUESIONER
A. Skala Prioritas Antara Parameter Dengan Parameter Pada Kriteria Hirarki 1
No Parameter (A) Skala Skala Parameter(B)9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Aspek
Peraturan
Perundang-
undangan
Aspek Ke-
engineeringan
2
Aspek
Peraturan
Perundang-
undangan
Aspek Sistem
Manajemen
3
Aspek
Peraturan
Perundang-
undangan
Aspek Tanggap
Darurat
4
Aspek
Peraturan
Perundang-
undangan
Aspek
Pelatihan dan
Konsultasi
5 Aspek Ke-engineeringan
Aspek Sistem
Manajemen
6 Aspek Ke-engineeringan
Aspek Tanggap
Darurat
7 Aspek Ke-engineeringan
Aspek
Pelatihan dan
Konsultasi
8 Aspek SistemManajemen
Aspek Tanggap
Darurat
9 Aspek SistemManajemen
Aspek
Pelatihan dan
Konsultasi
10 Aspek TanggapDarurat
Aspek
Pelatihan dan
Konsultasi
7B. Skala Prioritas Antara Parameter Dengan Parameter Pada Kriteria Hirarki 2
No Parameter (A) Skala Skala Parameter(B)9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Pemahaman
Perundang-
undangan
Perwujudan
undang-undang
2
Teknik
pelaksanaan
konstruksi
Metode Kerja
3 Mengelolasistem K3
Proses
Pelaksanaan K3
4 Mengelolasistem K3
Upaya
pencegahan
kecelakaan
5 ProsesPelaksanaan K3
Upaya
pencegahan
kecelakaan
6
Penguasaan
sistem tanggap
darurat
Teknik
melakukan
tindakan
7
Penguasaan
sistem tanggap
darurat
Tanggungjawab
terhadap K3
8
Teknik
melakukan
tindakan
Tanggungjawab
terhadap K3
9 Informasi K3 Simulasipelaksanaan K3
10 Informasi K3 Evaluasipenerapan K3
11 Simulasipelaksanaan K3
Evaluasi
penerapan K3
8III. SURVEY RANGKING PENERAPAN K3
PENJELASAN PENGISIAN KUESIONER
Dalam kuisioner ini Bapak/ Ibu diminta memberikan penilaian terhadap penerapan K3 di
proyek-proyek konstruksi di kota Malang. Skala penilaian/ tingkat kebaikan penerapannya mulai
dari “sangat kurang”, “ kurang”, “cukup”, “baik”, “sangat baik”.
Kebenaran kesimpulan dari penelitian ini sangat tergantung kepada kejujuran Bapak/ Ibu
dalam memberikan jawaban, untuk itu kami mohon agar Bapak/ Ibu memberikan jawaban yang
sejujur-jujurnya. Atas segala bantuannya kami sampaikan terima kasih.
FORM PENGISIAN KUISIONER
MOHON ISILAH SKALA PENILAIAN SESUAI DENGAN PENERAPAN K3 BERIKUT
INI.
Nama Proyek: .....................................................................................................................................
No Pertanyaan Sangat
baik
Baik cukup kurang Sangat
kurang
1 Bagaimanakah pemahaman undang –
undang K3 ?
2 Bagaimanakah persediaan pakaian kerja,
helm, sepatu boots, sarung tangan,
masker ?
3 Bagaimanakah peralatan standart K3
yang tersedia ?
4 Bagaimanakah rambu-rambu pada area
yang beresiko terjadi kecelakaan ?
5 Bagaimanakah ketentuan pengawasan K3
selama proyek berlangsung ?
6 Bagaimanakah kebijakan pimpinan
terhadap K3 ?
7 Bagaimanakah pengelolaan sistem K3 ?
8 Bagaimanakah persediaan obat-obatan
untuk pertolongan pertama bila terjadi
kecelakaan ?
9 Bagaimanakah pengetahuan pekerja
terhadap resiko kerja ?
10 Bagaimanakah prosedur untuk keadaan
darurat ?
11 Bagaimanakah jalur-jalur evakuasi bila
terjadi keadaan darurat ?
912 Basaimanakah kerapian dan kebersihan
tempat kerja ?
13 Bagaimanakah kondisi alarm pemberi
tanda bahaya ?
14 Bagaimanakah penyelenggaraan
pelatihan bila terjadi kecelakaan ?
15 Bagaimanakah pengetahuan pekerja
terhadap resiko kerja ?
16 Bagaimanakah simulasi pelaksanaan
K3 ?





